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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan
Karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota

Dumai Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai  disusun
berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Derah serta Tata Cara Perubahan Rancana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan
lingkungan strategis, baik lingkungan internal maupun eksternal yang saling
berpengaruh dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan dan retribusi
daerah. Adapun rencana kerja yang dimaksud memuat visi, misi, tujuan,
kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu
Tahun Anggaran 2025.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, diharapkan dapat bermanfaat dan

sebagai acuan dimasa yang akan datang.
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KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA DUMAI, P

il

FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si
Pembina Tk,I
NIP.19780710 199711 1 001



DAFTARIISI

Halaman
DAFTAR ISI o e e e e e e et e e e annneeeas ii
DAFTAR TABEL ... ..ot e e e e e e e e nee e ii
BAB 1 PENDAHULUAN ...t e e e 4
1.1, Latar Belakang ........ccccooveeeuieuieeeeeeeeceeeee e, 4
1.2, Landasan HUKUM ............coomiiiieeeeee e 3
1.3, Maksud dan TUJUBN .........ccveueiveeeeieieeieeeeee e 6
1.4.  Sistematika PenuliSan .............ccccoveeeoieoeieee e 7
BAB Il HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU ..., 8
21 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra 8
B e I U
2.2.  Analisis Kinerja Pelayanan PD ... 15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD................. 18
24. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .............iiiiiiiiiiiinnn. 20
BAB Il TUJUAN DAN SASARANPD ..., 33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD ........ooiiiiiiiiiiiieeeee 51
BAB V  PENUTUP.... ..ottt e e st e e e e e e nae e e e e eneees 61
DAFTAR TABEL
Nomor Judul Halaman
T-C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian 8
' Renstra Tahun 2023....... ..o
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota
T-C. 30 . 17
DUMAI . ——————
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Badan
T-C. 31 . 22
Pendapatan Daerah Kota Dumai ...............oooiiiiiiiiiii
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
T-C. 32 30
Tahun 2025. ... ————————
T-C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan 37

Prakiraan Maju Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

iii | Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025



1.1.

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah
diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Badan Pendapatan
Daerah Kota Dumai Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu
tahun 2025. Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai melakukan koordinasi,
sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka
penyusunan Renja PD Tahun 2025, melalui tahapan-tahapan: Persiapan
penyusunan; Penyusunan rancangan awal; Penyusunan rancangan;
Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; Perumusan
rancangan akhir; dan Penetapan.

Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai adalah penjabaran dari
Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 — 2026. Kedua
dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai tahun 2025 serta mendasarkan pada RPJMD Kota Dumai Tahun
2021-2026 dan RPJPD Kota Dumai Tahun 2005 - 2025. Selain itu dokumen lain
yang dijadikan perhatian dalam penyusunan adalah Rancangan Teknokratik
RPJMN Tahun 2025-2029 dan Proyek Strategis Nasional dengan berpedoman
pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Renja Badan Pendapatan Daerah Kota
Dumai berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program
dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai tahun 2025, dimana

pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap
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1.2.

memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Badan Pendapatan Daerah Kota

Dumai mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan

tahunan Pemerintah Kota Dumai mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1.

Renja PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan
kegiatan ke dalam KUA — PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana
Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025;

Renja PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam

Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Kerja Badan Pendapatan

Daerah adalah sebagai berikut :

. Undang — Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya

Daerah Tk. Il Dumai;
Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;
Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka
panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;
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1.3.

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023
Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri N0.050.5889. tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

10.Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;

11.Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;

12.Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota

Dumai;

Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan
Pendapatan Daerah Tahun 2025 yaitu untuk memenuhi amanat Pasal 143,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yakni sebagai pedoman
Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun

2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan

program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif

pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya selama Tahun 2025.

2. Tujuan:

a) Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan,
indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2025 yang tertuang dalam
arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja
pelaksanaan program dan kegiatan;

b) Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana
Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 — 2026 pada
periode Tahun 2025;

c) Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan

program dan kegiatan selama tahun 2025.
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1.4

Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja PD mempedomani Permendagri Nomor
86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah
disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB | PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB Il HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU
21. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra PD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

24, Review terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB Il TUJUAN DAN SASARAN PD
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD
BABV PENUTUP
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2.1.

BAB I
HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja

Renstra PD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana

kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi

realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta

hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pencapaian target kinerja dinilai

melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari

program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator dengan target kinerja

sebagai instrumen penilaian.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan |V adalah sebagai berikut :

1.

Tingkat penyerapan anggaran program dan kegiatan untuk Tahun 2023
sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 92,14 % atau sebesar Rp.
35.981.045.374 dari total anggaran sebesar Rp. 39.049.135.188.

Dalam sebuah program dan kegiatan, serapan anggaran menjadi indikator
keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran yang telah disiapkan. Dengan
persentase serapan anggaran sebesar 92,14%, dapat dikatakan bahwa
program dan kegiatan tersebut telah berhasil dalam hal penggunaan anggaran
yang telah disiapkan. Pencapaian persentase serapan anggaran yang tinggi
menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilakukan secara efektif dan
efisien. Seluruh anggaran yang telah disiapkan telah dimanfaatkan dengan
baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa
program dan kegiatan tersebut telah berjalan dengan lancar dan memenuhi
target yang telah ditetapkan. Namun demikian, evaluasi terhadap serapan
anggaran perlu dilakukan guna memastikan bahwa tidak terdapat penggunaan
anggaran yang tidak efektif dan efisien. Evaluasi ini juga dapat membantu
dalam meningkatkan kinerja dalam penggunaan anggaran di masa depan.
Dalam melakukan evaluasi serapan anggaran, perlu diperhatikan beberapa
aspek seperti akuntabilitas penggunaan anggaran, transparansi dalam
pengelolaan anggaran, serta efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan
anggaran. Dengan melakukan evaluasi yang tepat, dapat ditemukan peluang
untuk meningkatkan kinerja dalam penggunaan anggaran di masa yang akan

datang.
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3. Target capaian kegiatan Perangkat Daerah memiliki implikasi penting dalam

pengelolaan anggaran dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Implikasi

dari target capaian kegiatan Perangkat Daerah antara lain :

a.

Meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran

Dengan adanya target capaian kegiatan yang jelas, Perangkat Daerah
harus bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran dan pencapaian
tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas
penggunaan anggaran dan mencegah terjadinya penyalahgunaan
anggaran.

Mendorong efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran

Target capaian kegiatan dapat membantu Perangkat Daerah untuk fokus
pada tujuan yang ingin dicapai dan menentukan prioritas penggunaan
anggaran. Dengan demikian, Perangkat Daerah dapat mengalokasikan
anggaran secara efektif dan efisien untuk mencapai target yang telah
ditetapkan.

Memperkuat pengawasan dan evaluasi kinerja

Target capaian kegiatan dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan
pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Perangkat Daerah. Hal ini
dapat membantu untuk mengetahui sejauh mana kegiatan telah berjalan
sesuai dengan rencana, serta memastikan bahwa anggaran yang telah
disiapkan telah digunakan dengan baik.

Meningkatkan partisipasi masyarakat

Dalam menetapkan target capaian kegiatan, Perangkat Daerah dapat
melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan terkait kebutuhan dan
harapan mereka terhadap pembangunan daerah. Hal ini dapat
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah

dan memperkuat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

Perangkat Daerah perlu memastikan bahwa target yang ditetapkan realistis dan

dapat dicapai, serta melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui

sejauh mana kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan

Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 (tahun berjalan) disajikan pada Tabel
T-C.29 sebagai berikut :
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REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024
BAPENDA KOTA DUMAI

T-C.29

Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra

Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target Perangkat Daerah s/d
Target Kinerja Target program tahun berjalan
Capaian Program | Kinerja Hasil dan Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program (Renstra Program dan kegiatan Capaian Tingkat
Kode - i Target Realisasi i P 9
Daerah Dan Program/Kegiatan (outcomes)/ Kegiatan (output) Perangkat Keluaran g > ! (Renja Program dan | Capaian
Daerah) Tahun Kegiatan s/d Renja Renja Tingkat | perangkat Kegiatan s/d | Realisasi
2024 dengan Perangkat Perangkat | Realisasi Daerah tahun Target
tahun 2023 tahun 2023 (Tahun (%)
2024)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
5 URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 BIDANG URUSAN KEUANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN uruZ‘;rnsegﬁZ‘:iﬁg;]‘;wfr‘%ur
5 1 PEMERINTAHAN DAERAH pemfnjang keuangan 100 % 98 100 100 100% 100 298 298%
KABUPATEN/KOTA (BAPENDA)
Tersusunnya
Perencanaan, Penganggaran, dan Dokumen/Laporan
5 1| 2.01 S gangg i perencanaan, penganggaran 15 dokumen 4 15 15 100% 15 34 227%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah A
dan evaluasi kinerja
perangkat daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumiah Dokumen
5 11 2.01 Perencanaan Perangkat 2 dokumen 100% 2 250%
Perangkat Daerah 1 2 2 5
Daerah
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan Hasil Koordinasi o o
5 1201 Dokumen RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA- 2 dokumen 1 2 2 100% 2 5 250%
SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan
Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
i i 0, 0,
5 11201 Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan 2 dokumen 1 2 2 100% 2 5 250%
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
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2.01

Koordinasi dan Penyusunan DPA-

Jumlah Dokumen DPA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi

dokumen

200%

SKPD Penyusunan Dokumen DPA- 2 2 4
SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan
201 Koordinasi dan Penyusunan DPQ'SKE.D d_ag Laporan Hasil 5 dok 5 200%
. _ oordinasi Penyusunan okumen )
Perubahan DPA- SKPD Dokumen Perubahan DPA- 2 2 4
SKPD
Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD dan Laporan
2.01 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Hasil Koordinasi Penyusunan 4 laporan 1 4 4 100% 4 9 225%
Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
R Jumlah Laporan Evaluasi o o
2.01 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah 1 laporan 1 1 1 100% 1 3 300%
Tersedianya
Administrasi Keuangan Perangkat Dokumen/Laporan o o
2.02 Daerah administrasi keuangan 3 dokumen 12 3 3 100% 3 18 600%
perangkat daerah
. . . Jumlah Orang yang
2.02 Penyediaan Gaji dan Tunjangan | \1o16rima Gaji dan Tunjangan | 74 bulan 100% 74 219%
ASN ASN 14 74 74 162
Jumlah Laporan Keuangan
2.02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Lpa\kgirraﬁanggiISPE)TJ?diannsi 2 laporan 100% 2 800%
: Keuangan Akhir Tahun SKPD p P 12 2 2 ° 16 °
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumiah Dokumen Pelaporan
2.02 . e dan Analisis Prognosis 1 dokumen 1 200%
Prognosis Realisasi Anggaran . 1 1 2
Realisasi Anggaran
Tersedianya
. . - Dokumen/Laporan
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah |y inictrasi Barang Milik | 2 laporan 100% 2 250%
pada Perangkat Daerah 1 2 2 5
Daerah pada Perangkat
Daerah
- Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang Milik Daerah . o o
2.03 pada SKPD Penatausahaan Barang Milik 2 laporan 12 2 5 100% 2 16 800%

Daerah pada SKPD
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Administrasi Kepegawaian

Tersedianya
Dokumen/Laporan

0, 0,
2.05 Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian 3 laporan 12 3 3 100% 3 18 600%
Perangkat Daerah
Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumiah Unit Peningkatan
2.05 o . Sarana dan Prasarana Disiplin 2 unit 100% 2 800%
Disiplin Pegawai P ; 12 2 2 16
egawai
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas o o
2.05 Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan 74 paket 1 1 1 100% 74 76 103%
Jumlah Pegawai Berdasarkan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tugas dan Fungsi yang o o
205 Berdasarkan Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan 74 orang 12 82 82 100% 74 168 227%
Pelatihan
Tersedianya
Administrasi Umum Perangkat Dokumen/Laporan o o
2.06 Daerah Administrasi Umum 154 dokumen 12 154 154 100% 154 320 208%
Perangkat Daerah
Jumlah Paket Komponen
Penyediaan Komponen Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan o o
2.06 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang 1 paket 12 1 1 100% 1 14 1400%
Disediakan
Penvediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan
2.06 y Perlengkapan Kantor yang 2 paket 100% 2 800%
Perlengkapan Kantor g 12 2 2 16
Disediakan
. - Jumlah Paket Bahan Logistik o o
2.06 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kantor yang Disediakan 3 paket 12 3 3 100% 3 18 600%
. Jumlah Paket Barang
2.06 Penyediaan Barang Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan 2 paket 100% 2 800%
Penggandaan . 12 2 2 16
yang Disediakan
Jumlah Dokumen Bahan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan o o
2.06 Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang 4 dokumen 12 4 4 100% 4 20 500%
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Rapat o o
2.06 dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi 150 laporan 12 160 160 100% 150 322 215%
SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Pen;:;sa‘:?\IaBna%aar?gn:\tnilik
. . . o o
2.07 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan 28 unit 1 69 69 100% 28 08 350%

Daerah

Pemerintah Daerah
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Pengadaan Kendaraan Perorangan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas

i i 1
2.07 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Operasional .atau. Lapangan 0 unit 1 1 0 1 #DIV/0!
yang Disediakan
Jumlah Paket Mebel yang . o o
2.07 Pengadaan Mebel Disediakan 10 unit 12 30 30 100% 10 52 520%
2.07 Pengadaan Peralatan dan Mesin o esin Lainmyayang | 16 unit 100% 16 406%
: Lainnya -ainnya yang 12 37 37 ° 65 °
Disediakan
Jumlah Unit Gedung Kantor
2.07 Pengadaan Gedung' Kantor atau atau Bangunan Lainnya yang 1 unit 1 200%
Bangunan Lainnya o 1 1 2
Disediakan
Tersedianya Laporan
Penyediaan Jasa Penunjang Penyediaan Jasa Penunjang o o
2.08 Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan 11 laporan 1 1 1 100% 11 23 209%
Daerah
2.08 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan 2 laporan 100% 2 800%
) Jasa Surat Menyurat 12 2 2 16
Jumlah Laporan Penyediaan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber o o
2.08 Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang 4 laporan 12 4 4 100% 4 20 500%
Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan o o
2.08 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang 1 laporan 6 1 1 100% 1 8 800%
Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan
2.08 Jasa Pelayanan Umum Kantor 4 laporan 100% 4 500%
Kantor o 12 4 4 20
yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeli-lr-lzrl!:;(:aBn:r';?g Milik
. . . o o
2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan 167 unit 12 167 167 100% 167 346 207%
Daerah .
Pemerintahan Daerah
. . Jumlah Kendaraan Dinas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, .
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangan
2.09 . ’ ; yang Dipelihara dan 9 unit 100% 9 333%
Perizinan Kendaraan Dinas 4 . 12 9 9 30
- dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Lapangan e
Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin . o o
2.09 Lainnya Lainnya yang Dipelihara 156 unit 12 156 156 100% 156 324 208%

13 | Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025




Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana

Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor

H 0, 0,
209 |10 | dan Prassarinﬂrgidtjgi%rt(zntor atau atau Bangunan Lainnya yang 1 unit 3 1 1 100% 1 5 500%
9 y Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung
2.09 | 11 dan Prasarana Pendukung Gedung Gedung Kantor atau 1 unit 2 1 1 100% 1 4 400%
Kantor atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Persentase pencapaian
PROGRAM PENGELOLAAN o o o
PENDAPATAN DAERAH Target Pentli(a;l)rt::tan Daerah 100 100 % 99 100 100 100% 100 299 299%
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Persentase Realisasi Pajak
2.01 Daerah terhadap Target 100 100 % 100% 100 201%
Daerah . 1 100 100 201
pajak Daerah
Perencanaan Pengelolaan Pajak Jumlah Dokumen Rencana o o
201 1 Daerah Pengelolaan Pajak Daerah 1 dokumen 6 1 1 100% L 8 800%
Analisa dan Pengembangan Pajak JumIIaDr;.[ch)k[SJ;neerthsaesrltlaAnalls
2.01 | 2 | Daerah, serta Penyusunan Kebijakan I . 1 dokumen 1 1 1 100% 1 300%
Pajak Daerah Pengemb"angan ngak Daerah 3
dan Kebijakan Pajak Daerah
Jumlah Laporan Pelaksanaan
Penyuluhan dan Penyebarluasan Penyuluhan dan o o
20113 Kebijakan Pajak Daerah Penyebarluasan Kebijakan 1 laporan 9 1 1 100% 1 11 1100%
Pajak Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan
201 | 4 . Prasarana Pengelolaan Pajak 1 unit 100% 1 1400%
Pengelolaan Pajak Daerah 12 1 1 14
Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pendataan dan Pendaftaran o o
2015 Pajak Daerah Objek Pajak Daerah, Subjek | 10 laporan 3.000 10 10 100% 10 3.020 30200%
Pajak dan Wajib Pajak Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pengolahan, Pemeliharaan, o o
201 6 Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dan Pelaporan Basis Data 1 laporan 90 1 1 100% L 92 9200%
Pajak Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Jumlah Objek Pajak yang . o o
201\ 7 serta Bea Perolehan Hak atas Tanah Disesuaikan NJOP nya 10 pajak 160 10 10 100% 10 180 1800%

dan Bangunan (BPHTB)
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Jumlah Dokumen Ketetapan

i 1 0, 0,
201 | 8 Penetapan Wajib Pajak Daerah Pajak Daerah 10 dokumen 8 10 10 100% 10 28 280%
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Jumlah Layanan dan o o
20119 Daerah Konsultasi Pajak Daerah 1000 layanan 2 2.000 2.000 100% 1000 3.002 300%
. I Jumlah Data Pelaporan Pajak
2.01 | 10 Penelitian dan \(erlflka3| Data Daerah yang Telah Dilakukan 1 dokumen 100% 1 600%
Pelaporan Pajak Daerah " i 4 1 1 6
Penelitian dan Verifikasi
Jumlah Dokumen Hasil
2.01 | 11 Penagihan Pajak Daerah Pelaksanaan Penagihan Pajak 1 dokumen 495 1 1 100% 1 497 42700%
Daerah
Penyelesaian Keberatan Pajak Jumlah Dokumen Hasil
2.01 |12 y ! Penyelesaian Keberatan Pajak 1 dokumen 100% 1 3700%
Daerah 35 1 1 37
Daerah
Jumlah Dokumen Hasil
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pemeriksaan serta o o
201113 Pengawasan Pajak Daerah Pengendalian dan 4 dokumen 4 1 1 100% 4 9 225%
Pengawasan Pajak Daerah
Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Laporan Hasil
2.01 | 14 Pengelolaan Pajak Daerah dan Pembinaan dan Pengawasan 1 laporan 1 1 100% 1 2 200%
Retribusi Daerah Pengelolaan Retribusi Daerah
Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Laporan Hasil
2.01 | 15 Pengelolaan Pajak Daerah dan Pembinaan dan Pengawasan 4 laporan 0% 4 4 100%

Retribusi Daerah

Pengelolaan Retribusi Daerah
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Penyajian Tabel T-C.29 diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari 46 Sub Kegiatan yang dilaksanakan terdapat 46 sub kegiatan yang capaian

indikator kinerjanya tercapai 100%, adapun faktor-faktor keberhasilan yang

mempengaruhi pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

a.

Kepemimpinan yang baik

Kepemimpinan yang baik akan mempengaruhi kinerja suatu program/kegiatan
karena pemimpin yang baik dapat memberikan arahan yang jelas, memotivasi
tim, dan mengambil keputusan yang tepat.

Sumber daya yang memadai

Sumber daya yang memadai seperti anggaran, tenaga kerja, bahan-bahan,
dan peralatan yang diperlukan sangat penting dalam menunjang kinerja suatu
program/kegiatan.

Perencanaan yang matang

Perencanaan yang matang akan memastikan bahwa program/kegiatan
dilaksanakan dengan baik dan efisien. Perencanaan yang matang juga

memungkinkan adanya evaluasi dan pemantauan yang terus-menerus.

. Pelaksanaan yang tepat waktu

Pelaksanaan program/kegiatan yang tepat waktu akan memastikan bahwa
program/kegiatan selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Evaluasi dan pemantauan yang terus-menerus

Evaluasi dan pemantauan yang terus-menerus akan membantu mengevaluasi
kinerja program/kegiatan dan memberikan umpan balik yang diperlukan untuk
perbaikan di masa depan.

Keterlibatan masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam program/kegiatan dapat mempengaruhi kinerja
program/kegiatan karena masyarakat dapat memberikan masukan, dukungan,
dan partisipasi yang dibutuhkan.

. Kesesuaian dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku

Kesesuaian program/kegiatan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku

sangat penting untuk menjamin keberhasilannya.

. Kompetensi dan motivasi tim pelaksana

Kompetensi dan motivasi tim pelaksana akan mempengaruhi kinerja
program/kegiatan karena tim yang kompeten dan termotivasi akan lebih efektif
dalam melaksanakan program/kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis Kinerja Badan Pendapatan Daerah yang telah dilakukan dan

permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja, yaitu:
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1). Masih belum banyaknya produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi

pendapatan daerah, seperti Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan
Standar Operasional Prosedur mengenai pelayanan pajak daerah, PBB,
BPHTB, yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga masih menyulitkan untuk

melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;

. Kualitas sumber daya manusia di bidang pendapatan daerah yang belum

memadai khususnya dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah, PBB dan
BPHTB, karena pegawai yang ada belum sepenuhnya cukup dalam mengatasi
permasalahan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Keterbatasan
kuantitas SDM ini juga disebabkan terbitnya berbagai regulasi baru tentang
pendapatan daerah sehingga persepsi dari setiap pegawai Badan Pendapatan
yang belum merata tentang regulasi tersebut. Selain itu kelemahan lainnya di
bidang SDM adalah Badan Pendapatan Daerah belum memiliki auditor, juru sita
dan Sistem Pengawasan Internal (SPI), padahal jabatan fungsional tersebut

sangat dibutuhkan;

Langkah yang perlu diambil guna meningkatkan pencapaian sasaran
outcome dimasa yang akan datang adalah:

a. Optimalisasi Sumber Daya Manusia untuk mencapai sasaran demi
mewujudkan tujuan organisasi dengan cara mengarahkan personil sesuai
tugas pokok dan fungsi masing-masing;

b. Upaya meningkatkan potensi daerah yang terbatas, dengan cara :

1) Mengadakan pengkajian dan penelitian yang ada kaitannya dengan
potensi Pendapatan Daerah;
2) Mengintensifkan Potensi daerah yang ada, melalui :

e Penggalian potensi Pendapatan Daerah yang dimungkinkan oleh
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pendapatan
Daerah;

e Penyesuaian sistem pengelolaan anggaran sesuai Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku dengan pola peningkatan
kerjasama Pemerintah, swasta dan masyarakat.

3) Pemenuhan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pelayanan

internal dan eksternal dengan penetapan sistem pelayanan minimal.

c. Melakukan konsultasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya
dengan Pendapatan Daerah. Meskipun dana untuk mengikutsertakan
pegawai pada kegiatan khusus belum tersedia, namun aktivitas dan
kegiatan lain yang ada kaitannya dengan Pendapatan Daerah seperti

konsultasi atau rapat/pertemuan dengan Pemerintah Pusat dan
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Propinsi/Wilayah serta antar Kabupaten/Kota, masih dapat diikuti sesuai

dengan kondisi yang ada dan memanfaatkan sumber dana yang tersedia;

d. Melakukan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya dengan

melihat kembali hasil kinerja tahun sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Permberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Analisis pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai telah
menetapkan target pencapaian kinerja tahun 2023 kepada Walikota Dumai.
Sasaran dan Indikator Kinerja serta target pencapaian yang dicapai dengan 2
indikator yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023
dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada Tabel T-C.30 sebagai
berikut :
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Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Riau Kota Dumai

Persentase PAD
terhadap Pendapatan

Persentase Pajak
2 daerah terhadap 52 53 54 54 63 53 54 54
Pendapatan asli daerah
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2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1.

Belum efektifnya penerapan sanksi hukum bagi pelanggar Perda Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga memberi peluang kepada Wajib Pajak

dan Wajib Retribusi untuk tidak mematuhinya

Adanya image dari sebagian kecil Perangkat Daerah, bahwa masalah
penggalian potensi serta pemungutan penerimaan daerah adalah merupakan

tugas dan tanggung jawab penuh Badan Pendapatan Daerah
Tantangan yang harus dihadapi pada Tahun 2023 vyaitu sebagai berikut :
Belum maksimalnya analisis kajian potensi PAD Kota Dumai.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang yang

dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan. Adapun peluang yang dimiliki oleh

Bapenda yaitu sebagai berikut :

a.

Kemampuan masyarakat terhadap pembayaran Pajak daerah, Retribusi

Daerah sebagai akumulasi dari pandemi Covid-19 yang telah berakhir.

Masih terjadi deviasi penganggaran terhadap perencanaan terkait target yang

telah di tentukan dalam perencanaan.

PAD atau Pendapatan Asli Daerah sangat penting untuk mendukung

pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan visi dan misi kepala

daerah. Kurangnya PAD dapat berdampak negatif terhadap pencapaian visi dan

misi kepala daerah, di antaranya :

1.

2.

Terhambatnya pembangunan infrastruktur

Kurangnya PAD dapat membatasi kemampuan kepala daerah dalam
membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung publik, dan fasilitas
umum lainnya.

Terbatasnya program kesejahteraan masyarakat

Kurangnya PAD dapat membatasi kemampuan kepala daerah untuk
melaksanakan program-program kesejahteraan masyarakat seperti program

kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
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3. Tidak tercapainya target pembangunan
Kurangnya PAD dapat menghambat atau bahkan menghentikan
pembangunan di daerah. Hal ini dapat membuat kepala daerah sulit mencapai
target pembangunan yang telah ditetapkan.

4. Menurunnya pelayanan publik
Kurangnya PAD dapat menyebabkan kepala daerah sulit menyediakan
pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat.

5. Tidak terlaksananya program prioritas
Kurangnya PAD dapat membuat kepala daerah sulit untuk melaksanakan
program prioritas yang telah ditetapkan. Hal ini dapat membuat masyarakat
kecewa dan tidak puas terhadap kepemimpinan daerah.

6. Meningkatnya hutang daerah
Kurangnya PAD dapat memaksa kepala daerah untuk meminjam uang dari
bank atau pihak lain untuk membiayai program dan kegiatan. Hal ini dapat
meningkatkan hutang daerah dan membebani keuangan daerah di masa

depan.

Jadi, kurangnya PAD dapat berdampak negatif terhadap pencapaian visi
dan misi kepala daerah serta dapat mempengaruhi pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk
meningkatkan PAD seperti meningkatkan penerimaan pajak, pungutan retribusi,

dan pendapatan lainnya.

Rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan prioritas Bapenda Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi/ penyuluhan kepada waijib pajak atau wajib retribusi,
baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti media elektronik,
maupun melakukan pemangglan atau peringatan kepada wajib pajak atau

wajib retribusi untuk memenuhi kewajibanya secara rutin.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan serta system dan prosedur

pengelolaan pendapatan daerah untuk kenyamanan wajib pajak.
3. Meningkatkan pengawasan Pajak Daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan rumusan permasalahan-permasalahan pembangunan yang
telah disepakati, maka isu-isus strategis pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan
PD dengan mengacu pada isi-isu Strategis Pembangunan Kota Dumai selama
kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut :
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a. Belum maksimalnyaa analisis kajian potensi PAD Kota Dumai

b. Masih menjadi deviasi penganggaran terhadap perencanaan terkait target

yang telah ditentukan dalam perencanaan
c. Belum optimalnya pengelolaan pendapatan asli daerah kota dumai

d. Masih kurangnya sumber daya amanusia aparatur yang membidangi masalah
keuangan baik dari segi kualitas maupun segi jumlah

e. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi regulasi pajak

daerah

f. Belum optimalnya fungsi pengawasan internal dalam manajemen pemerintah

daerah
Review terhadap rancangan awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah
dokumen yang menjelaskan rencana pemerintah daerah dalam mengelola
pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Dalam penyusunan RKPD,
pemerintah daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor dan aspek, seperti

potensi daerah, kebutuhan masyarakat, dan keterbatasan sumber daya.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD merupakan proses evaluasi dan
analisis terhadap rencana pemerintah daerah. Tujuan dari review ini adalah untuk
memastikan bahwa rencana pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, realistis, dan dapat dieksekusi dengan baik. Dalam review ini,
berbagai pihak, seperti masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat, dapat

memberikan masukan dan saran untuk memperbaiki rancangan awal RKPD.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD sangat penting bagi pemerintah
daerah karena dapat membantu memastikan bahwa rencana pembangunan dan
keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dieksekusi
dengan baik. Hasil review ini juga dapat membantu pemerintah daerah dalam
menyusun rencana yang lebih baik dan lebih efektif dalam mengatasi berbagai
masalah yang ada di daerah. Oleh karena itu, review terhadap Rancangan Awal
RKPD harus dilakukan secara serius dan berkoordinasi dengan berbagai pihak
untuk mencapai hasil yang maksimal. Proses yang dilakukan adalah dengan
membandingkan rancangan awal RKPD dengan kebutuhan yang ada di

lingkungan kantor Badan pendapatan daerah Kota Dumai.
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Dalam mewujudkan rencana program prioritas dan kegiatan yang
mendesak, diperlukan analisis yang cermat untuk menentukan kebutuhan
perangkat daerah dalam mencapai tujuan tersebut. Pertama-tama, perangkat
daerah perlu mempertimbangkan prioritas program yang akan dilaksanakan dan
menentukan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankannya. Hal ini meliputi
sumber daya manusia, peralatan, bahan, dan sumber daya lainnya. Setelah itu,
perangkat daerah perlu membuat estimasi biaya untuk mendapatkan sumber daya
tersebut. Selain itu, perangkat daerah juga perlu mempertimbangkan
kemungkinan adanya risiko atau tantangan yang mungkin timbul selama
pelaksanaan program. Risiko tersebut dapat berupa perubahan kebijakan,
perubahan kondisi ekonomi, atau perubahan keadaan di lapangan. Dalam
menghadapi risiko tersebut, perangkat daerah perlu memiliki cadangan anggaran

yang cukup untuk meminimalkan dampak yang mungkin terjadi.

Pagu Indikatif awal Bapenda pada Rancangan Awal Renja 2025 adalah
sebesar Rp. 29.925.159.858 (Dua puluh sembilan milyar sembilan ratus dua
puluh lima juta seratus lima puluh sembilan delapan ratus lima puluh delapan
rupiah), setelah dilakukan analisa terhadap kebutuhan riil Perangkat Daerah
terdapat kebutuhan penambahan pagu sebesar Rp. 9.631.706.879 (Sembilan
Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Delapan Ratus
Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) sehingga jumlah pagu kebutuhan Bapenda adalah
sebesar Rp. 39.556.866.737 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Lima Puluh
Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh
Rupiah). Hal ini disebabkan oleh kebutuhan penambahan pagu di sub kegiatan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dimana pada sub kegiatan tersebut
terdapat alokasi untuk Belanja Insentif ASN dan KDH/WKDH atas pemungutan
pajak dan retribusi daerah yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemungutan Pajak Daerah. Target Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun 2024
adalah sebesar Rp. 438.598.626.405 dan tentu saja pada Tahun 2025 akan
mengalami kenaikan, sehingga atas dasar hal tersebut maka Belanja Insentif ASN
dan KDH/WKDH yang besaran rata-ratanya 5 (lima) persen dari Target

Penerimaan Pajak Daerah juga akan mengalami kenaikan yang signifikan.

Penjelasan atas proses tersebut dapat dilihat pada Tabel T-C.31 sebagai
berikut :
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Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan RKPD tahun 2025

Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No Catatan
ikati ikati Pentin
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Targ.et Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif g
Capaian (Rp) Capaian (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
PENUNJANG URUSAN Kota penunjang urusan PENUNJANG URUSAN Kota penunjang urusan
PEMERINTAHAN Dumai pemerintahan unsur 100% 34.933.829.109 | PEMERINTAHAN Dumai pemerintahan unsur 100% 34.933.829.109
DAERAH penunjang keuangan DAERAH penunjang keuangan
KABUPATEN/KOTA (BAPENDA) KABUPATEN/KOTA (BAPENDA)
Jumlah dokumen Jumlah dokumen
Perencanaan, perencanaan Perencanaan, perencanaan
Penganggaran, dan Kota . 15 Penganggaran, dan Kota ; 15
Evaluasi Kinerja Dumai penganggaran t_ian Dokumen 198.927.300 Evaluasi Kinerja Dumai penganggaran <_jan Dokumen 198.927.300
evaluasi kinerja evaluasi kinerja
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
perangkat daerah perangkat daerah
Penyusunan Dokumen Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Kota Jumlah Dokumen
1 | Perencanaan Perangkat . Perencanaan 2 Dokumen 29.479.500 | Perencanaan Perangkat . Perencanaan 2 Dokumen 29.479.500
Dumai Dumai
Daerah Perangkat Daerah Daerah Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen RKA- Jumlah Dokumen RKA-
Koordinasi dan Kota SKPD dan Laporan Koordinasi dan Kota SKPD dan Laporan
2 | Penyusunan Dokumen Dumai Hasil Koordinasi 2 Dokumen 24.855.250 | Penyusunan Dokumen Dumai Hasil Koordinasi 2 Dokumen 24.855.250
RKASKPD Penyusunan Dokumen RKASKPD Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
L Perubahan RKA-SKPD L Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Kota dan Laporan Hasil Koordinasi dan Kota dan Laporan Hasil
3 | Penyusunan Dokumen . poran F 2 Dokumen 28.094.000 | Penyusunan Dokumen . poran ¥ 2 Dokumen 28.094.000
Dumai Koordinasi Dumai Koordinasi
Perubahan RKASKPD Perubahan RKASKPD
Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- Jumlah Dokumen DPA-
. SKPD dan Laporan . SKPD dan Laporan
4 | Koordinasi dan Kota | “asil Koordinasi 2 Dokumen 37.164.800 | Roordinasi dan Kota | asil Koordinasi 2 Dokumen 37.164.800
Penyusunan DPASKPD Dumai Penyusunan DPASKPD Dumai
Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD DPA-SKPD
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Koordinasi dan

Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-SKPD

Koordinasi dan

Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-SKPD

Penyusunan Perubahan Kota. dan Lapor.an Hasﬂ 2 Dokumen 29.596.050 | Penyusunan Perubahan Kota' dan Lapor'an Hasﬂ 2 Dokumen 29.596.050
Dumai Koordinasi Dumai Koordinasi
DPA SKPD DPA SKPD
Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Kinerja SKPD dan
Penyusunan Laporan Kota Laporan Hasil Penyusunan Laporan Kota Laporan Hasil
Capaian Kinerja dan . poran Has 4 Laporan 34.933.500 | Capaian Kinerja dan . poran Ha: 4 Laporan 34.933.500
. AP Dumai Koordinasi . AP Dumai Koordinasi
Ikhtisar Realisasi Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan
SKPD . L SKPD . .
Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Kinerja SKPD
Gl Jumlah Laporan Gl Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja Kota Evaluasi Kinerja 1 Laporan 14.804.200 | EvaluasiKinerja Kota Evaluasi Kinerja 1 Laporan 14.804.200
Perangkat Daerah Dumai Perangkat Daerah Dumai
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Administrasi Keuangan Kota_ administrasi 3 Dokumen 27.397.293.009 Administrasi Keuangan Kota_ administrasi 3 Dokumen 27.397.293.009
Perangkat Daerah Dumai | keuangan perangkat Perangkat Daerah Dumai | keuangan perangkat
daerah daerah
. - Jumlah Orang yang . - Jumlah Orang yang
Penyediaan Gaji dan Kota | \ionerima Gaji dan 74 27.352.359.009 | |-enyediaan Gaji dan Kota | Menerima Gaji dan 74 27.352.359.009
Tunjangan ASN Dumai . Orang/bulan Tunjangan ASN Dumai ) Orang/bulan
Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Koordinasi dan Keuangan Akhir Tahun Koordinasi dan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Laporan Kota SKPD dan Laporan Penyusunan Laporan Kota SKPD dan Laporan
- . Hasil Koordinasi 2 Laporan 29.934.000 . . Hasil Koordinasi 2 Laporan 29.934.000
Keuangan Akhir Tahun Dumai Keuangan Akhir Tahun Dumai
SKPD Penyusunan I_.aporan SKPD Penyusunan L'aporan
Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun
SKPD SKPD
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Penyusunan Pelaporan Kota Pelaporan  dan Penyusunan Pelaporan Kota Pelaporan  dan
dan Analisis Prognosis . ap . 1 Dokumen 15.000.000 | dan Analisis Prognosis . ap . 1 Dokumen 15.000.000
Dumai Analisis Prognosis Dumai Analisis Prognosis

Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran
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Administrasi Barang

Jumlah Laporan
Pengelolaan

Administrasi Barang

Jumlah Laporan
Pengelolaan

Milik Daerah pada D'f::'rt\?ii Administrasi Barang 2 Laporan 49.608.800 | Milik Daerah pada D}flc:;:i Administrasi Barang 2 Laporan 49.608.800
Perangkat Daerah Milik Daerah pada Perangkat Daerah Milik Daerah pada
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang Kota Penatausahaan Penatausahaan Barang Kota Penatausahaan
Milik Daerah pada SKPD | Dumai | Barang Milik Daerah | 2 -@Poran 49.608.800 | \yijik Daerah pada SKPD | Dumai | Barang Milik Daerah | 2 -@Poran 49.608.800
pada SKPD pada SKPD
Administrasi Kota Jumlah Pembinaan Administrasi Kota Jumlah Pembinaan
Kepegawaian Perangkat D . Kepegawaian 3 Laporan 1.149.000.000 | Kepegawaian Perangkat . Kepegawaian 3 Laporan 1.149.000.000
umai Dumai
Daerah Perangkat Daerah Daerah Perangkat Daerah
. Jumlah Unit . Jumlah Unit
Peningkatan Sarana dan . Peningkatan Sarana dan .
Prasarana Disiplin Kota. Peningkatan Sa.ra.”?‘ 2 Unit 50.000.000 | Prasarana Disiplin Kota_ Peningkatan Sa.ra.”?‘ 2 Unit 50.000.000
. Dumai | dan Prasarana Disiplin . Dumai | dan Prasarana Disiplin
Pegawai P . Pegawai .
egawai Pegawai
Pengadaan Pakaian Kota Jumlah Paket Pakaian Pengadaan Pakaian Kota Jumlah Paket Pakaian
Dinas beserta Atribut . Dinas beserta Atribut 74 Paket 199.000.000 | Dinas beserta Atribut . Dinas beserta Atribut 74 Paket 199.000.000
Dumai Dumai
Kelengkapannya Kelengkapan Kelengkapannya Kelengkapan
Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Kota Berdasarkan Tugas Pendidikan dan Pelatihan Kota Berdasarkan Tugas
Pegawai Berdasarkan Dumai dan Fungsi yang 74 Orang 900.000.000 | Pegawai Berdasarkan Dumai dan Fungsi yang 74 Orang 900.000.000
Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan dan Pelatihan
- . Jumlah Kebutuhan - . Jumlah Kebutuhan
Administrasi Umum Kota | A dministrasi Umum 154 1.459.000.000 | Administrasi Umum Kota | A gministrasi Umum 154 1.459.000.000
Perangkat Daerah Dumai Dokumen Perangkat Daerah Dumai Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Jumlah Paket Penyediaan Komponen Jumlah Paket
Instalasi Kota Komponen Instalasi Instalasi Kota Komponen Instalasi
Dumai Listrik/Penerangan 1 Paket 60.000.000 Dumai Listrik/Penerangan 1 Paket 60.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Bangunan Kantor Disediakan Bangunan Kantor Disediakan
Jumlah Paket Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan Kota Peralatan dan Penyediaan Peralatan Kota Peralatan dan
dan Perlengkapan Kantor | Dumai Perlengkapan Kantor 2 Paket 350.000.000 dan Perlengkapan Kantor | Dumai Perlengkapan Kantor 2 Paket 350.000.000
yang Disediakan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Kota Jumlah Paket Bahan Penyediaan Bahan Kota Jumlah Paket Bahan
ye . Logistik Kantor yang 3 Paket 175.000.000 ye . Logistik Kantor yang 3 Paket 175.000.000
Logistik Kantor Dumai . Logistik Kantor Dumai o
Disediakan Disediakan
Penyediaan Barang Penyediaan Barang
Cetakan dan Kota | Jumiah Paket Barang | 5 poye 200.000.000 | Cetakan dan Kota | Jumlah PaketBarang | 5 gy ey 200.000.000
Dumai Cetakan dan Dumai Cetakan dan

Penggandaan

Penggandaan
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Penggandaan yang
Disediakan

Penggandaan yang
Disediakan

Penyediaan Bahan

Jumlah Dokumen
Bahan Bacaan dan

Penyediaan Bahan

Jumlah Dokumen
Bahan Bacaan dan

Bacaan dan Peraturan Kota. Peraturan Perundang- | 4 Dokumen 24.000.000 | Bacaan dan Peraturan Kota_ Peraturan Perundang- | 4 Dokumen 24.000.000
Dumai Dumai
Perundangundangan Undangan yang Perundangundangan Undangan yang
Disediakan Disediakan
Koordinasi dan Konsultasi . yelenggara 650.000.000 | Koordinasi dan Konsultasi . yelenggara 650.000.000
SKPD Dumai Rapat Koordinasi dan Laporan SKPD Dumai Rapat Koordinasi dan Laporan
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Jumlah Kebutuhan
Daerah Penunjang Kota Peng_a_daan Barang . Daerah Penunjang Kota Peng_a_daan Barang .
A . Milik Daerah 137 Unit 560.000.000 A . Milik Daerah 137 Unit 560.000.000
Urusan Pemerintah Dumai . Urusan Pemerintah Dumai .
Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel Kota | Jumlah Paket Mebel 10 Unit 200.000.000 | Pengadaan Mebel Kota | Jumlah Paket Mebel 10 Unit 200.000.000
Dumai yang Disediakan Dumai yang Disediakan
Jumlah Unit Peralatan Jumlah Unit Peralatan
Pengadagn Peralatan dan Kota. dan Mesin Lainnya 16 Unit 260.000.000 Pengadagn Peralatan dan Kota' dan Mesin Lainnya 16 Unit 260.000.000
Mesin Lainnya Dumai . Mesin Lainnya Dumai S
yang Disediakan yang Disediakan
Pengadaan Gedung Kota P{JaunTolfgtlaJSIthr?gtlj:gn Pengadaan Gedung Kota KJaunTc!?gtLaJSI:B(agr?gsggn
Kantor atau Bangunan . . 1 Unit 100.000.000 | Kantor atau Bangunan . . 1 Unit 100.000.000
. Dumai Lainnya yang . Dumai Lainnya yang
Lainnya L Lainnya T
Disediakan Disediakan
. Jumlah Kebutuhan . Jumlah Kebutuhan
Penyediaan Jasa Kota Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Kota Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan . ye 11 Laporan 2.810.000.000 | Penunjang Urusan . ye 11 Laporan 2.810.000.000
. Dumai Penunjang Urusan . Dumai Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah . Pemerintahan Daerah .
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
. Jumlah Laporan . Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Surat Kota. Penyediaan Jasa Surat | 2 Laporan 10.000.000 Penyediaan Jasa Surat Kota_ Penyediaan Jasa Surat | 2 Laporan 10.000.000
Menyurat Dumai Menyurat Dumai
Menyurat Menyurat
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Kota Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Kota Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Dumai Komunikasi, Sumber 4 Laporan 450.000.000 | Komunikasi, Sumber Dumai Komunikasi, Sumber 4 Laporan 450.000.000
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik
yang Disediakan yang Disediakan
Penyediaan Jasa Kota Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Jumlah Laporan
Peralatan dan Dumai Penyediaan Jasa 1 Laporan 150.000.000 | Peralatan dan Dumai Penyediaan Jasa 1 Laporan 150.000.000

Perlengkapan Kantor

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Peralatan dan
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Perlengkapan Kantor
yang Disediakan

Perlengkapan Kantor
yang Disediakan

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa

Penyediaan Jasa Kota. Pelayanan Umum 4 Laporan 2.200.000.000 Penyediaan Jasa Kota' Pelayanan Umum 4 Laporan 2.200.000.000
Pelayanan Umum Kantor | Dumai Pelayanan Umum Kantor | Dumai
Kantor yang Kantor yang
Disediakan Disediakan
Pemeliharaan Barang Jumlah Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Jumlah Pemeliharaan
Milik Daerah P_enunjang Kota_ Barang_Mlllk Daerah 167 Unit 1.310.000.000 Milik Daerah P_enunjang Kota_ Barang_Mlllk Daerah 167 Unit 1.310.000.000
Urusan Pemerintahan Dumai Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Dumai Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan Daerah Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional atau Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional atau
Pemgllharaan, Pajak dan Kota. Lqpaqgan yang 9 Unit 350.000.000 Pemgllharaan, Pajak dan Kota_ La_par]gan yang 9 Unit 350.000.000
Perizinan Kendaraan Dumai Dipelihara dan Perizinan Kendaraan Dumai Dipelihara dan
Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak dan Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak dan
Lapangan Perizinannya Lapangan Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan Kota Jumlah Peralatan dan Pemeliharaan Peralatan Kota Jumlah Peralatan dan
. . . Mesin Lainnya yang 156 Unit 160.000.000 . . . Mesin Lainnya yang 156 Unit 160.000.000
dan Mesin Lainnya Dumai o dan Mesin Lainnya Dumai S
Dipelihara Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan
Sarana dan Prasarana Kota Prasarana Gedung Sarana dan Prasarana Kota Prasarana Gedung
. | Kantor atau Bangunan 1 Unit 400.000.000 . | Kantor atau Bangunan 1 Unit 400.000.000
Gedung Kantor atau Dumai . Gedung Kantor atau Dumai .
Bangunan Lainnya Lainnya yang Bangunan Lainnya Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan
Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung
Sarana dan Prasarana Kota Gedung Kantor atau Sarana dan Prasarana Kota Gedung Kantor atau
Pendukung Gedung . 9 . 1 Unit 400.000.000 | Pendukung Gedung . 9 . 1 Unit 400.000.000
Dumai Bangunan Lainnya Dumai Bangunan Lainnya
Kantor atau Bangunan yang Kantor atau Bangunan yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM Kota enlt:: rsa:ia:«.r:rtla'ls"’:r et PROGRAM Kota enZ: rz?:r:a'?aer et
PENGELOLAAN Dumnai | Pomdematan Damah 100% 4.623.037.628 | PENGELOLAAN Dumnai | Pomdamatan Damsh 100% 4.623.037.628
PENDAPATAN DAERAH pKota PENDAPATAN DAERAH pKota
Persentase Realisasi Persentase Realisasi
Kegiatan Pengelolaan Kota Pajak Daerah o Kegiatan Pengelolaan Kota Pajak Daerah o
pendapatan Daerah Dumai | terhadap Target pajak 100% 4.623.037.628 pendapatan Daerah Dumai | terhadap Target pajak 100% 4.623.037.628
Daerah Daerah
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Jumlah Dokumen

Jumlah Dokumen

Perencanaan . Kota. Rencana Pengelolaan 1 Dokumen 86.935.780 Perencanaan . Kota' Rencana Pengelolaan 1 Dokumen 86.935.780
pengelolaan pajak daerah | Dumai . pengelolaan pajak daerah | Dumai .
Pajak Daerah Pajak Daerah
Analisa dan Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Jumlah Dokumen Hasil
. Analis Pajak Daerah . Analis Pajak Daerah
Pengembangan Pajak Kota serta Pengembangan Pengembangan Pajak Kota serta Pengembangan
Daerah, serta . . 9 9 1 Dokumen 131.762.860 | Daerah, serta . . 9 9 1 Dokumen 131.762.860
i, Dumai Pajak Daerah dan - Dumai Pajak Daerah dan
Penyusunan Kebijakan Kebii . Penyusunan Kebijakan N .
. ebijakan Pajak . Kebijakan Pajak
Pajak Daerah. Pajak Daerah.
Daerah Daerah
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyebarluasan . y 1 Laporan 242.384.682 | Penyebarluasan . y 1 Laporan 242.384.682
b . Dumai Penyebarluasan p . Dumai Penyebarluasan
Kebijakan Pajak Daerah % . Kebijakan Pajak Daerah % .
Kebijakan Pajak Kebijakan Pajak
Daerah Daerah
Penyediaan Sarana dan Kota Jumlah Sarana dan Penyediaan Sarana dan Kota Jumlah Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Dumai Prasarana Pengelolaan 1 Unit 875.000.000 | Prasarana Pengelolaan Dumai Prasarana Pengelolaan 1 Unit 875.000.000
Pajak Daerah Pajak Daerah Pajak Daerah Pajak Daerah
Jumlah Laporan Hasil Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan Pendataan dan Pendataan dan Pendataan dan
Pendaftaran Objek Pajak DKota. PP.erIldetaraE Osbjg.kk 10 Laporan 241.057.300 | Pendaftaran Objek Pajak DKota. PP_erlldetaraQ %bjg.kk 10 Laporan 241.057.300
Daerah umai ajak Daerah, Subje Daerah umai ajak Daerah, Subje
Pajak dan Wajib Pajak Pajak dan Wajib Pajak
Daerah Daerah
Pengolahan, Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Jumlah Laporan Hasil
Pemeliharaan, dan Kota Pengolahan, Pemeliharaan, dan Kota Pengolahan,
. . Pemeliharaan, dan 1 Laporan 667.168.806 . . Pemeliharaan, dan 1 Laporan 667.168.806
Pelaporan Basis Data Dumai . Pelaporan Basis Data Dumai X
Pajak Daerah Pelapo.ran Basis Data Pajak Daerah Pelapo_ran Basis Data
Pajak Daerah Pajak Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan Penilaian Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan . . Bangunan Perdesaan dan . .
Perkotaan (PBBP2) serta Kota Jumiah ijek I?ajak 10 Obyek Perkotaan (PBBP2) serta Kota Jumiah ijek Eajak 10 Obyek
. yang Disesuaikan . 382.986.400 . yang Disesuaikan . 382.986.400
Bea Perolehan Hak atas Dumai NJOP nva Pajak Bea Perolehan Hak atas Dumai NJOP nva Pajak
Tanah dan Bangunan y Tanah dan Bangunan y
(BPHTB) (BPHTB)
. . Jumlah Dokumen . . Jumlah Dokumen
Penetapan Wajib Pajak Kota. Ketetapan Pajak 10 150.554.100 Penetapan Wajib Pajak Kota' Ketetapan Pajak 10 150.554.100
Daerah Dumai Dokumen Daerah Dumai Dokumen
Daerah Daerah
. Jumlah Layanan dan . Jumlah Layanan dan
Pe!ayanan dan Konsultasi Kota. Konsultasi Pajak 1000 495.443.000 Pe!ayanan dan Konsultasi Kota_ Konsultasi Pajak 1000 495 443.000
Pajak Daerah Dumai Layanan Pajak Daerah Dumai Layanan

Daerah

Daerah
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Jumlah Data Pelaporan Jumlah Data Pelaporan
Penelitian dan Verifikasi Kota Pajak Daerah yang Penelitian dan Verifikasi Kota Pajak Daerah yang
10 | Data Pelaporan Pajak . Telah Dilakukan 1 Dokumen 114.999.200 | Data Pelaporan Pajak . Telah Dilakukan 1 Dokumen 114.999.200
Dumai " Dumai "
Daerah Penelitian dan Daerah Penelitian dan
Verifikasi Verifikasi
Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil
11 | Penagihan Pajak Daerah Kota. Pelaksanaar) 1 Dokumen 385.115.000 | Penagihan Pajak Daerah Kota_ Pelaksanaan 1 Dokumen 385.115.000
Dumai Penagihan Pajak Dumai Penagihan Pajak
Daerah Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil
Penyelesaian Keberatan Kota Penyelesaian Penyelesaian Keberatan Kota Penyelesaian
12 Pajak Daerah Dumai Keberatan Pajak 1 Dokumen 101.091.500 Pajak Daerah Dumai Keberatan Pajak 1 Dokumen 101.091.500
Daerah Daerah
. Jumlah Dokumen Hasil . Jumlah Dokumen Hasil
Pengendalian, . Pengendalian, .
Pemeriksaan dan Kota Pemeriksaan serta Pemeriksaan dan Kota Pemeriksaan serta
13 . . Pengendalian dan 1 Dokumen 200.000.000 . . Pengendalian dan 1 Dokumen 200.000.000
Pengawasan Pajak Dumai ; Pengawasan Pajak Dumai :
Pengawasan Pajak Pengawasan Pajak
Daerah Daerah
Daerah Daerah
Pembinaan dan Jumlah L'aporan Hasil Pembinaan dan Jumlah L.aporan Hasil
Pengawasan Pengelolaan Kota Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Kota Pembinaan dan
14 . e . Pengawasan 1 Laporan 298.539.000 . e . Pengawasan 1 Laporan 298.539.000
Pajak dan Retribusi Dumai _— Pajak dan Retribusi Dumai —
Pengelolaan Retribusi Pengelolaan Retribusi
Daerah Daerah
Daerah Daerah
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
. . . Perkembangan . . . Perkembangan
15 EIektrqnlﬂkaS| Transaksi Kota. Elektronifikasi 4 Laporan 250.000.000 EIektrqnlﬂkaS| Transaksi Kota_ Elektronifikasi 4 Laporan 250.000.000
Pemerintah Daerah Dumai . . Pemerintah Daerah Dumai . .
Transaksi Pemerintah Transaksi Pemerintah
Daerah Daerah
JUMLAH 39.556.866.737 JUMLAH 39.556.866.737
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2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pendapatan Daerah sebagai sebuah instansi pemerintahan yang
bertanggung jawab untuk mengelola penerimaan pajak dari masyarakat,
seharusnya juga memperhatikan aspirasi dan usulan program dan kegiatan dari
masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelaahan terhadap usulan
program dan kegiatan masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah. Pertama-
tama, perlu dilakukan penelaahan terhadap kualitas dan kredibilitas usulan
program dan kegiatan masyarakat. Hal ini meliputi analisis terhadap kebutuhan
dan manfaat dari program dan kegiatan tersebut, serta apakah usulan tersebut
sesuai dengan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah. Selain itu, perlu juga
dilakukan pengecekan terhadap sumber daya dan anggaran yang dibutuhkan
untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, serta apakah Badan
Pendapatan Daerah memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Selanjutnya,
perlu juga dilakukan penelaahan terhadap efektivitas dan efisiensi dari program
dan kegiatan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan
Daerah. Hal ini meliputi analisis terhadap capaian hasil yang telah dicapai, serta
evaluasi terhadap proses pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Dalam
evaluasi tersebut, perlu diperhatikan aspek-aspek seperti akuntabilitas,
transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dan
kegiatan tersebut. Selain itu, perlu juga dilakukan penelaahan terhadap dukungan
yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah terhadap program dan kegiatan
masyarakat. Hal ini meliputi bagaimana Badan Pendapatan Daerah memberikan
dukungan dalam bentuk fasilitas dan sumber daya lainnya, serta bagaimana
mereka memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dan

kegiatan tersebut.

Dalam melakukan penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan
masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah, penting juga untuk melibatkan
masyarakat secara langsung. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program
dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah benar-benar
bermanfaat bagi masyarakat, serta untuk memperkuat partisipasi dan keterlibatan
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.Secara keseluruhan,
penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat pada Badan
Pendapatan Daerah perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program dan
kegiatan tersebut sesuai dengan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah, serta
bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, dukungan yang diberikan oleh Badan
Pendapatan Daerah terhadap program dan kegiatan masyarakat perlu
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ditingkatkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan

keputusan.

Adapun Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

maupun masyarakat untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Dumai
Program / . Indikator Target Pagu Indikatif .
No Kegiatan Lokasi kinerja capaian (Rp.000) Catatan Penting
(1) (2) 3) (4) (5) (6) (12)

NIHIL

Selama ini, Badan Pendapatan Daerah belum menerima usulan program
dan kegiatan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan. Hal ini dapat
menjadi masalah karena program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan
Pendapatan Daerah mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan
aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Untuk mengatasi hal ini, solusinya adalah dengan meningkatkan
partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam proses
pengambilan keputusan di Badan Pendapatan Daerah. Salah satu cara untuk
melakukannya adalah dengan mengadakan forum-forum partisipatif yang
melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam pembuatan
rencana kerja Badan Pendapatan Daerah. Dalam forum partisipatif tersebut,
Badan Pendapatan Daerah dapat memperkenalkan visi dan misi, serta
memberikan penjelasan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Selain itu, masyarakat dan para pemangku kepentingan juga diberikan
kesempatan untuk memberikan masukan, saran, dan usulan terkait program dan

kegiatan yang diusulkan oleh Badan Pendapatan Daerah.
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BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai sebuah badan yang bertanggung jawab untuk mengelola
pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah memiliki peran yang sangat penting
dalam mengimplementasikan kebijakan nasional terkait dengan penerimaan pajak.
Badan Pendapatan Daerah pada dasarnya turut melaksanakan Prioritas Nasional
yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu “Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik’. Oleh karena itu, perlu
dilakukan telaahan untuk melihat bagaimana Badan Pendapatan Daerah
menjalankan kebijakan nasional tersebut. Pertama-tama, penting untuk melihat
sejauh mana Badan Pendapatan Daerah mampu mengimplementasikan kebijakan
nasional dengan baik. Hal ini meliputi bagaimana Badan Pendapatan Daerah
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, serta bagaimana
memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan secara konsisten dan tepat
waktu. Selain itu, perlu juga untuk memperhatikan bagaimana Badan Pendapatan
Daerah menjaga hubungan yang baik dengan instansi terkait lainnya seperti
Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hubungan yang baik ini sangat
penting untuk memastikan terciptanya koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan

kebijakan nasional terkait dengan penerimaan pajak daerah.

Dalam melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional oleh Badan
Pendapatan Daerah, juga perlu diperhatikan bagaimana Badan Pendapatan Daerah
memperhatikan kepentingan masyarakat dalam penerimaan pajak daerah. Hal ini
meliputi bagaimana Badan Pendapatan Daerah menentukan tarif pajak daerah yang
wajar dan adil, serta bagaimana mereka memperhatikan kepentingan masyarakat
dalam mengajukan permohonan pembebasan atau pengurangan pajak. Tidak hanya
itu, penting juga untuk melihat bagaimana Badan Pendapatan Daerah melakukan
inovasi dalam meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini meliputi bagaimana
pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang ada untuk memudahkan proses
pembayaran pajak, serta bagaimana mereka memperkenalkan program-program
baru yang dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Secara keseluruhan, telaahan terhadap kebijakan nasional oleh Badan Pendapatan

Daerah perlu dilakukan untuk memastikan terciptanya koordinasi yang efektif dalam
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pelaksanaan kebijakan nasional terkait dengan penerimaan pajak, serta memastikan
bahwa kebijakan tersebut memperhatikan kepentingan masyarakat. Selain itu,
inovasi dalam meningkatkan penerimaan pajak juga perlu dilakukan untuk
memastikan tercapainya target pendapatan daerah yang diinginkan.

Dalam rangka memenuhi amanat Pasal 114 dan Pasal 176 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka
Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (PP No. 10 Tahun 2021).
Pengaturan PP No. 10 Tahun 2021 ini bertujuan memperkuat peran Pemerintah
Daerah dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional, kemudahan berusaha

dan layanan daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, PP No.10 Tahun 2021 mengatur pokok-
pokok kebijakan sebagai berikut:
a. penyesuaian tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada proyek
strategis nasional (PSN);
evaluasi rancangan Perda dan Perda mengenai PDRD;
pengawasan Perda mengenai PDRD;

dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha; dan

® o 0 T

sanksi administratif.

Kebijakan penyesuaian tarif PDRD bertujuan mendukung kemudahan
berinvestasi dan pertumbuhan industri dalam rangka percepatan pelaksanaan PSN
yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan usulan
Kementerian/Lembaga penanggung jawab PSN kepada Kementerian Keuangan,
Menteri Keuangan memberikan rekomendasi penyesuaian tarif PDRD yang
kemudian menjadi dasar bagi Kementerian/Lembaga penanggung jawab PSN untuk
mengajukan usulan penyusunan Peraturan Presiden. Peraturan Presiden tersebut
paling sedikit memuat PSN yang mendapat penyesuaian tarif, jenis PDRD yang
disesuaikan, besaran penyesuaian tarif, mulai berlakunya penyesuaian tarif, jangka

waktu penyesuaian tarif, dan daerah yang mendapatkan penyesuaian tarif.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagai langkah awal agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi
lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi
Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sinkron dengan Rencana Program
Jangka Menengah Daerah, maka Badan Pendapatan Daerah melakukan

pendekatan perencanaan stratejik yang jelas, terukur dan sinergis, guna
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menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan berbagai kendala

yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 —
2026 yang disusun merupakan bagian integral dari implementasi Visi dan Misi
Walikota Dumai periode 2021 — 2026 yang menginginkan agar dalam periode
kepemimpinan lima tahun dapat mewujudkan Visi Pembangunan Kota Dumai, yaitu:

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan

dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada
Budaya Melayu”

Untuk itu penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai harus
dilakukan secara serius dan bersinergi antar lembaga sehingga seluruh target
indikator yang menjadi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang telah

dirumuskan dapat dicapai.

Badan Pendapatan Kota Dumai dalam mendukung Visi Kota Dumai,

termasuk dalam Misi Ke 4, yaitu:

“ Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan
Daerah yang baik ”
Untuk mewujudkan kondisi 5 tahun ke depan sebagai bagian dari upaya

pencapaian Visi Kota Dumai, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

merumuskan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya ke dalam Tabel

dibawah ini :
Tabel 3.2.1
Tujuan Perangkat Daerah
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
TARGET Kondisi Kinerja
IT(?LIE?;(;R SATUAN Pada Tahun
2022 2023 2024 2025 2026 2026

Persentase
PAD terhadap % 30 31 32 33 34 34
Pendapatan
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Tabel 3.2.2
Sasaran Perangkat Daerah

Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah

INDIKATOR | oo TARGET Kgr;zl:lT *;Ln:?a
KINERJA 2023 2024 2025 2025 2026 2026
Persentase
Pajak Daerah .
terhadap Yo 51 52 53 54 54 54
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)

Visi tersebut berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana
PD Badan Pendapatan Daerah akan dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya
secara konsisten dan inovatif, serta produktif dalam hal optimalisasi Pendapatan
Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah, hal ini sejalan dengan ekspektasi publik
terhadap pendirian Badan Pendapatan Daerah. Visi tersebut merupakan suatu
gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan
harapan yang ingin diwujudkan oleh Badan Pendapatan Daerah yakni menjadikan

Pajak Daerah sebagai Unggulan dalam hal penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Sebagai penjabaran atas visi tersebut, melalui tahapan pembahasan
potensi, permasalahan dan berbagai isu strategis di tingkat PD, agar seluruh
pegawai Badan Pendapatan Daerah dan stakeholders yang berkepentingan dapat
mengetahui dan mengenal Bapenda dan peran Bapenda sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah
dirumuskan misi ke-4 yang akan dilaksanakan.

3.3 Program dan Kegiatan

Badan Pendapatan Daerah merupakan Perangkat Daerah yang
bertanggung jawab dalam mengelola dan meningkatkan pendapatan daerah.
Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan
perekonomian daerah, Bapenda perlu memiliki rencana kerja program dan kegiatan
prioritas yang jelas dan terstruktur.

Salah satu prioritas utama dalam rencana kerja Bapenda adalah
peningkatan penerimaan pajak daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai

cara, seperti memperketat pengawasan terhadap pajak yang harus dibayarkan oleh
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wajib pajak, meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak
secara tepat waktu dan benar, serta melakukan upaya penegakan hukum bagi wajib
pajak yang melanggar aturan. Selain itu, Bapenda juga perlu memperhatikan
pengelolaan keuangan daerah dengan baik, agar tidak terjadi penggunaan
anggaran yang tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu pengoptimalan
penggunaan teknologi informasi dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap
kinerja keuangan daerah dan juga perlu perhatian pada pengembangan sumber
daya manusia yang berkualitas, dengan melakukan pelatihan dan pendidikan
kepada para pegawai, sehingga mereka dapat bekerja lebih efektif dan efisien
dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Bapenda juga perlu melakukan kerja sama
dengan instansi lain yang terkait dalam meningkatkan pendapatan daerah, seperti
Dinas Perdagangan, DPMPTSP, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata,
dan lain sebagainya. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan dapat tercipta

sinergi dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Dengan rencana kerja program dan kegiatan prioritas yang jelas dan
terstruktur, Bapenda diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan
dalam meningkatkan pendapatan daerah dan perekonomian daerah secara
keseluruhan. Capaian target dan realisasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota
Dumai ditopang oleh Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Kegiatan
Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Sub Kegiatan pendukung antara lain :

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan
Pajak Daerah.

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

N o o kW

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

8. Penetapan Wajib Pajak Daerah

9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

11. Penagihan Pajak Daerah

12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

15. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
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Adapun sub kegiatan di atas merupakan indikator keberhasilan Badan
Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kota Dumai. Langkah yang perlu diambil guna meningkatkan

pancapaian sasaran outcome di masa yang akan datang adalah:

a. Optimalisasi Sumber Daya Manusia untuk mencapai sasaran demi mewujudkan
tujuan organisasi dengan cara mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan

fungsi masing-masing;
b. Upaya meningkatkan potensi daerah yang terbatas, dengan cara :

1) Mengadakan pengkajian dan penelitian yang ada kaitannya dengan potensi
Pendapatan Daerah;

2) Mengintensifkan Potensi daerah yang ada, melalui :

= Penggalian potensi Pendapatan Daerah yang dimungkinkan oleh
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pendapatan
Daerah;

= Penyesuaian sistem pengelolaan anggaran sesuai Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku dengan pola peningkatan kerjasama Pemerintah,

swasta dan masyarakat.

3) Pemenuhan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pelayanan internal

dan eksternal dengan penetapan sistem pelayanan minimal.

c. Melakukan konsultasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya
dengan Pendapatan Daerah. Meskipun dana untuk mengikutsertakan pegawai
pada kegiatan khusus belum tersedia, namun aktivitas dan kegiatan lain yang
ada kaitannya dengan Pendapatan Daerah seperti konsultasi atau
rapat/pertemuan dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi/Wilayah serta antar
Kabupaten/Kota, masih dapat diikuti sesuai dengan kondisi yang ada dan

memanfaatkan sumber dana yang tersedia;

d. Melakukan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya dengan

melihat kembali hasil kinerja tahun sebelumnya.
Rencana kerja program dan kegiatan serta pagu indikatif pada Badan

Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel T-C.33 berikut :
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Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Prioritas Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
Urusan/ Bidang Target Capaian Kinerja gf: Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Kode Urusan/ Program/ Lokasi n
Keglat?nl Sub Capaian Keluar_an Sub Hasil Kegiatan OUtPUt Pagu Indikatif Sumber Dana Nasional Provinsi Daerah Pen
Kegiatan Program Kegiatan Kegiata P Keluaran Hasil (Rp.) ting
n ";f"a Sub Kegiat Tolok Ukur | Target Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan an
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEUANGAN 39.556.866.737 31.421.417.851
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 34.933.829.109 26.567.228.342
1 f'o Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 198.927.300 208.873.665
Perserlﬂase Tersusunnya o7. Persentase
penunjang Dokumen/Lapo Kota Memperkuat 05. enunian
urusan ran . P Peningkatan P Jang
Penyusunan X Dumai, Stabilitas 09. - urusan
pemerintah Jumlah Dokumen perencanaan, . 15 Dana Transfer . Akuntabilitas .
2.0 Dokumen Dumai o 2 Polhukhankam Peningkatan pemerintaha o
1 1 an unsur Perencanaan penganggaran N 100 % Dokum Umum - Dana Penyelenggar 100 % 30.953.475
1 Perencanaan . P kat D. h d luasi Timur, Dokumen 29.479.500 Baai Hasil dan Pelayanan n unsur
Perangkat Daerah penunjang erangkat Daera an evaluasi Teluk en agl Hasf Transformasi Publik aan penunjang
keuangan kinerja Binjai Pelayanan Pemerintah keuangan
gBAPENDA z:(r::gﬂkat Publik Daerah (BAPENDA)
Persentase Tersusunnya 07 Persentase
penunjang Jumlah Dokumen Dokumen/Lapo § 05. B
Kota Memperkuat . penunjang
urusan RKA-SKPD dan ran . - Peningkatan
K - : . Dumai, Stabilitas 09. - urusan
20 oordinasi dan pemerintah Laporan Hasil perencanaan, Dumai P 15 Dana Transfer Polhukhankam Peningkatan Akuntabilitas pemerintaha
1 . 2 | Penyusunan an unsur Koordinasi penganggaran 8 100 % Dokum Umum - Dana Penyelenggar 100 % 26.098.013
1 . N Timur, Dokumen 24.855.250 - - dan Pelayanan n unsur
Dokumen RKA-SKPD penunjang Penyusunan dan evaluasi en Bagi Hasil . ; aan R
B Teluk Transformasi Publik . penunjang
keuangan Dokumen RKA- kinerja Binjai Pelayanan Pemerintah keuangan
gBAPENDA SKPD 52:2ﬁkat Publik Daerah (BAPENDA)
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Persentase Jumlah Dokumen Tersusunnya 07 Persentase
penunjang Dokumen/Lapo X 05. A
Perubahan RKA- Kota Memperkuat . penunjang
A urusan ran . . Peningkatan
Koordinasi dan . SKPD dan Laporan Dumai, Stabilitas 09. o urusan
pemerintah . o perencanaan, . 15 Dana Transfer . Akuntabilitas N
2.0 Penyusunan Hasil Koordinasi Dumai o 2 Polhukhankam Peningkatan pemerintaha o
an unsur penganggaran " 100 % Dokum Umum - Dana Penyelenggar 100 % 29.498.700
1 Dokumen Perubahan > Penyusunan : Timur, Dokumen 28.094.000 - - dan Pelayanan n unsur
penunjang dan evaluasi en Bagi Hasil . H aan .
RKA-SKPD keuangan Dokumen Kineria Teluk Transformasi Publik Pemerintah penunjang
(BAPEgNDA Perubahan RKA- erag] Kat Binjai Pelayanan Daerah keuangan
SKPD perang Publik (BAPENDA)
) daerah
Persentase Tersusunnya 07 Persentase
penunjang Jumlah Dokumen Dokumen/Lapo N 05. X
Kota Memperkuat . penunjang
urusan DPA-SKPD dan ran Dumai Stabilitas 09 Peningkatan urusan
Koordinasi dan pemerintah Laporan Hasil perencanaan, N 15 Dana Transfer - Akuntabilitas .
2.0 s Dumai o 2 Polhukhankam Peningkatan pemerintaha o
Penyusunan DPA- an unsur Koordinasi penganggaran 8 100 % Dokum Umum - Dana Penyelenggar 100 % 39.023.040
1 . N Timur, Dokumen 37.164.800 " N dan Pelayanan n unsur
SKPD penunjang Penyusunan dan evaluasi en Bagi Hasil . H aan .
N Teluk Transformasi Publik . penunjang
keuangan Dokumen DPA- kinerja Binjai Pelayanan Pemerintah keuangan
(BAPENDA SKPD perangkat Publik Daerah (BAPENDA)
) daerah
Perseptase Jumlah Dokumen Tersusunnya 07. Persentase
penunjang Dokumen/Lapo 05. X
Perubahan DPA- Kota Memperkuat . penunjang
A urusan ran . . Peningkatan
Koordinasi dan emerintah SKPD dan Laporan erencanaan Dumai, 15 Dana Transfer Stabilitas 09. Akuntabilitas urusan
2.0 Penyusunan Zn unsur Hasil Koordinasi pen an ara’n Dumai 100 % 2 Dokum Umum - Dana Polhukhankam Peningkatan Penyelenggar pemerintaha 100 % 31.075.853
1 Perubahan DPA- . Penyusunan penganggare Timur, ° Dokumen 29.596.050 - - dan Pelayanan Y 99 n unsur ° R
penunjang dan evaluasi en Bagi Hasil . H aan .
SKPD Dokumen N Teluk Transformasi Publik . penunjang
keuangan Perubahan DPA. kinerja Biniai Pel Pemerintah K
(BAPENDA erubahan - perangkat injai elayanan Daerah euangan
SKPD Publik (BAPENDA)
) daerah
Jumlah Laporan
Persentase Capaian Kinerja dan Tersusunnya
penunjang Ikhtisar Realisasi Dokumen/Lapo 07. 05. Perser_nase
A R Kota Memperkuat . penunjang
Koordinasi dan urusan Kinerja SKPD dan ran . e Peningkatan
X . Dumai, Stabilitas 09. - urusan
Penyusunan Laporan pemerintah Laporan Hasil perencanaan, . 15 Dana Transfer . Akuntabilitas .
2.0 - L s Dumai o Polhukhankam Peningkatan pemerintaha o
Capaian Kinerja dan an unsur Koordinasi penganggaran 8 100 % 4 Laporan Dokum Umum - Dana Penyelenggar 100 % 36.680.175
1 A S . - Timur, 34.933.500 - - dan Pelayanan n unsur
Ikhtisar Realisasi penunjang Penyusunan dan evaluasi en Bagi Hasil . ; aan .
A . N Teluk Transformasi Publik . penunjang
Kinerja SKPD keuangan Laporan Capaian kinerja Biniai Pelayanan Pemerintah Keuangan
(BAPENDA | Kinerja dan Ikhtisar | perangkat ) 4 Daerah 9
SR Publik (BAPENDA)
) Realisasi Kinerja daerah

SKPD
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Persentase Tersusunnya 07 Persentase
penunjang Dokumen/Lapo X 05. A
Kota Memperkuat . penunjang
urusan ran Dumai Stabilitas 09 Peningkatan urusan
S pemerintah Jumlah Laporan perencanaan, N 15 Dana Transfer - Akuntabilitas N
2.0 Evaluasi Kinerja S Dumai o Polhukhankam Peningkatan pemerintaha o
1 Perangkat Daerah an unsur Evaluasi Kinerja penganggaran Timur 100 % 1 Laporan Dokum 14.804.200 Umum - Dana dan Pelayanan Penyelenggar n unsur 100 % 15.544.410
9 penunjang Perangkat Daerah dan evaluasi T ! en . . Bagi Hasil . Y aan .
NI eluk Transformasi Publik . penunjang
keuangan kinerja Binjai Pelayanan Pemerintah keuangan
(BAPENDA perangkat ; Daerah
Publik (BAPENDA)
) daerah
20 Administrasi
2 Keuangan Perangkat 27.397.293.009 18.653.865.437
Daerah
P:r:z?;ise 07. 05 Persentase
Srusar{ 9 Tersedianya Kota Memperkuat Pe.nin Katan penunjang
intah Jumlah O Dokumen/Lapo Dumai, 74 3 D T f Stabilitas 09. Ak gb'l' urusan
2.0 Penyediaan Gaji dan pemerinta umiah Lrang yang ran administrasi Dumai ana franster Polhukhankam Peningkatan untabilitas pemerintaha
: b an unsur Menerima Gaji dan " 100 % Orang/bul Dokum 27.352.359.009 Umum - Dana Penyelenggar 100 % 18.606.684.737
2 Tunjangan ASN enunian Tuniangan ASN keuangan Timur, an en Alokasi Umum dan Pelayanan aan n unsur
Eeuanj ang Jang perangkat Teluk Transformasi Publik Pemerintah penunjang
(BAPEgNDA daerah Binjai Pelayanan Daerah keuangan
) Publik (BAPENDA)
P::‘ienr):]se Jumlah Laporan 07. 05 Persentase
Erusar{ 9 Keuangan Akhir Tersedianya Kota Memperkuat Pe'nin Katan penunjang
Koordinasi dan ; Tahun SKPD dan Dokumen/Lapo Dumai, Stabilitas 09. gKa urusan
pemerintah f L . . 3 Dana Transfer . Akuntabilitas )
2.0 Penyusunan Laporan an unsur Laporan Hasil ran administrasi Dumai 100 % 2 Laporan Dokum Umum - Dana Polhukhankam Peningkatan Penyelenggar pemerintaha 100 % 31.430.700
2 Keuangan Akhir enunian Koordinasi keuangan Timur, ° P en 29.934.000 Baai Hasil dan Pelayanan aany 99 n unsur ° e
Tahun SKPD p Jang Penyusunan perangkat Teluk 9 Transformasi Publik . penunjang
keuangan L K d h Biniai Pel Pemerintah K
(BAPENDA aporan Keuangan aera injai elayanan Daerah euangan
) Akhir Tahun SKPD Publik (BAPENDA)
P:r:zerg?]se 07. 05 Persentase
Erusar{ 9 Tersedianya Kota Memperkuat Pe.nin Katan penunjang
Penyusunan intah Jumlah Dokumen Dokumen/Lapo Dumai, 3 D T f Stabilitas 09. Ak tgb'l't urusan
2.0 Pelaporan dan pemerin Pelaporan dan ran administrasi Dumai 1 ana franster Polhukhankam Peningkatan untablitas pemerintaha
. i . an unsur i . 8 100 % Dokum Umum - Dana Penyelenggar 100 % 15.750.000
2 Analisis Prognosis enunian Analisis Prognosis keuangan Timur, Dokumen en 15.000.000 Bagi Hasil dan Pelayanan aan n unsur
Realisasi Anggaran p Jang Realisasi Anggaran perangkat Teluk 9 Transformasi Publik . penunjang
keuangan o Pemerintah
(BAPENDA daerah Binjai gelé}){(anan Daerah z(gzgrég’\?SA)
ubli
)
2.0 - . -
3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 49.608.800 52.089.240
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Persentase

. Tersedianya 07. Persentase
penunjang Dokumen/Lapo Kota Memperkuat 05. . penunjang
urusan . . Peningkatan
. Jumlah Laporan ran Dumai, Stabilitas 09. - urusan
Penatausahaan pemerintah . . . 2 Dana Transfer . Akuntabilitas N
2.0 - Penatausahaan Administrasi Dumai o Polhukhankam Peningkatan pemerintaha o
Barang Milik Daerah an unsur o - N 100 % 2 Laporan Lapora Umum - Dana Penyelenggar 100 % 52.089.240
3 . Barang Milik Daerah | Barang Milik Timur, 49.608.800 - - dan Pelayanan n unsur
pada SKPD penunjang da SKPD D h pad Teluk n Bagi Hasil T f . Publik aan .
keuangan pada aerah pada eluk ransformasi ubli Pemerintah penunjang
(BAPENDA Perangkat Binjai Pelayanan Daerah keuangan
) Daerah Publik (BAPENDA)
20 Administrasi
5 Kepegawaian 1.149.000.000 1.206.450.000
Perangkat Daerah
Perser_ﬂase . 07. Persentase
penunjang Tersedianya 05. .
urusan Dokumen/Lapo Kota Memperkuat Peningkatan penunjang
. : Jumlah Unit P Dumai, Stabilitas 09. gkal urusan
Peningkatan Sarana pemerintah X ran . Dana Transfer . Akuntabilitas N
2.0 Peningkatan Sarana . . Dumai o . 3 Lapo Polhukhankam Peningkatan pemerintaha o
dan Prasarana an unsur Administrasi " 100 % 2 Unit Umum - Dana Penyelenggar 100 % 52.500.000
5 S . . dan Prasarana N Timur, ran 50.000.000 " N dan Pelayanan n unsur
Disiplin Pegawai penunjang il . Kepegawaian Bagi Hasil . ; aan R
Disiplin Pegawai Teluk Transformasi Publik . penunjang
keuangan Perangkat N Pemerintah
(BAPENDA Daerah Binjai Pelayanan Daerah keuangan
) Publik (BAPENDA)
Perserlnase . 07. Persentase
penunjang Tersedianya 05. X
Kota Memperkuat . penunjang
urusan Dokumen/Lapo . e Peningkatan
. X Jumlah Paket Dumai, Stabilitas 09. - urusan
20 Dinas Beseria Aot | omuneur | Pakaian Dinas Administrasi Dumai | 050, | 74paket | 3L3P° O Do | Polhukhankam | Peningkatan | SONEPNES pemeriniaha | g4 o, 208.950.000
5 . beserta Atribut . Timur, ° ran 199.000.000 - - dan Pelayanan Y 99 n unsur ° e
Kelengkapannya penunjang Kepegawaian Bagi Hasil . ; aan r
Kelengkapan Teluk Transformasi Publik . penunjang
keuangan Perangkat Binjai Pelayanan Pemerintah keuangan
gBAPENDA Daerah Publik Daerah (BAPENDA)
Persentase
penunjang . Tersedianya 07. 05. Perser)tase
Jumlah Pegawai Kota Memperkuat . penunjang
- urusan Dokumen/Lapo . P Peningkatan
Pendidikan dan intah Berdasarkan Tugas Dumai, D T f Stabilitas 09. Akuntabilit urusan
2.0 Pelatihan Pegawai pemerin dan Fungsi yang ran . Dumai 3 Lapo ana franster Polhukhankam Peningkatan untablitas pemerintaha
. an unsur e Administrasi N 100 % 74 Orang Umum - Dana Penyelenggar 100 % 945.000.000
5 Berdasarkan Tugas > Mengikuti ; Timur, ran 900.000.000 - - dan Pelayanan n unsur
. penunjang . Kepegawaian Bagi Hasil . H aan .
dan Fungsi Pendidikan dan Teluk Transformasi Publik . penunjang
keuangan Pelatih Perangkat Biniai Pel Pemerintah K
(BAPENDA elatihan Daerah injai elayanan Daerah euangan
) Publik (BAPENDA)
2.0 Administrasi Umum
6 Perangkat Daerah 1.459.000.000 1.531.950.000
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Persentase

penunjang Tersedianya Kota (l\)A7émperkuat 05. :::r:ii?;ize
Penvediaan urusan Jumlah Paket Dokumen/Lapo Dumai Stabilitas 09 Peningkatan urusan
2.0 Komy onen Instalasi pemerintah Komponen Instalasi ran Dumai’ 154 Dana Transfer Polhukhankam Pehin katan Akuntabilitas emerintaha
6' Listriﬁ/Penerangan an unsur Listrik/Penerangan Administrasi Timur. 100 % 1 Paket Dokum 60.000.000 Umum - Dana dan Pelaygnan Penyelenggar ﬁ unsur 100 % 63.000.000
Bangunan Kantor penunjang Bangunan Kantor Umum Teluk en Bagi Hasil Transformasi Publik aan penunjang
keuangan yang Disediakan Perangkat Biniai Pelayanan Pemerintah keuangan
(BAPENDA Daerah ) Y Daerah 9
) Publik (BAPENDA)
Persentase
penunjang Tersedianya Kota (l\)ll7ém erkuat 05. P:r:i?;ise
urusan Jumlah Paket Dokumen/Lapo Dumai Stabiﬁtas 09 Peningkatan Erusar{ 9
20 Penyediaan Peralatan pemerintah Peralatan dan ran Dumaiy 154 Dana Transfer Polhukhankam Pénin katan Akuntabilitas emerintaha
6A dan Perlengkapan an unsur Perlengkapan Administrasi Timur 100 % 2 Paket Dokum 350.000.000 Umum - Dana dan Pela gnan Penyelenggar E unsur 100 % 367.500.000
Kantor penunjang Kantor yang Umum Teluk’ en . . Bagi Hasil Transformasi Publi%( aan enunian
keuangan Disediakan Perangkat Binjai Pelayanan Pemerintah Eeuanjgang
gBAPENDA Daerah Publik Daerah (BAPENDA)
Persentase
penunjang Tersedianya Kota (l\)A7émperkuat 05. :::r:ii?;ize
:;urrs];r'}ntah Jumiah Paket E;%kumen/Lapo Dumali, 154 Dana Transfer Stabilitas 09. ;P\Emggﬁg; urusan
20 Pen_ye_dlaan Bahan an unsur Bahan Logistik Administrasi D_umal 100 % 3 Paket Dokum Umum - Dana Polhukhankam Peningkatan Penyelenggar pemerintaha 100 % 183.750.000
6 Logistik Kantor enunian Kantor yang Umum Timur, en 175.000.000 Baai Hasil dan Pelayanan aan n unsur
p Jang Disediakan Teluk 9 Transformasi Publik . penunjang
keuangan Perangkat Binjai Pelayanan Pemerintah keuangan
()BAPENDA Daerah Publik Daerah (BAPENDA)
Persentase 07 Persentase
penunjang Tersedianya Kota Mémperkuat 05. penunjang
urusan Jumlah Paket Dokumen/L.apo Dumai Stabilitas 09 Peningkatan urusan
20 Penyediaan Barang pemerintah Barang Cetakan ran Dumaiy 154 Dana Transfer Polhukhankam Pe'nin katan Akuntabilitas emerintaha
6' Cetakan dan an unsur d Pg d Administrasi Ti 100 % 2 Paket Dokum 200.000.000 Umum - Dana d Pel 9 Penyelenggar P 100 % 210.000.000
Penggandaan penunjang an Fenggandaan Umum fu, en ’ ’ Bagi Hasil an . e'ayanan aan n unsur
K yang Disediakan Teluk Transformasi Publik . penunjang
euangan Perangkat Binjai Pelayanan Pemerintah keuangan
(BAPENDA Daerah Publik Daerah (BAPENDA)

)
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Persentase

) . 07. Persentase
penunjang Jumlah Dokumen Tersedianya Kota Memperkuat 05. . penunjang
urusan Bahan Bacaan dan Dokumen/Lapo Dumai Stabilitas 09 Peningkatan urusan
Penyediaan Bahan pemerintah ran N 154 Dana Transfer - Akuntabilitas N
2.0 B Peraturan . . Dumai o 4 Polhukhankam Peningkatan pemerintaha o
6 acaan dan Peraturan an unsur Perundang- Administrasi Timur 100 % Dokumen Dokum 24.000.000 Umum - Dana dan Pelayanan Penyelenggar n unsur 100 % 25.200.000
Perundang-undangan penunjang Undangan yang Umum Teluky en . . Bagi Hasil Transformasi Publik aan penunjang
?gxg%gﬁg A Disediakan Sg:z%kat Binjai Pelayanan ngril:]ntah keuangan
) Publik (BAPENDA)
Persentase
penunjang Tersedianya Kota (l\)ll7ém erkuat 05. P:r:i?;ise
urusan Jumlah Laporan Dokumen/Lapo Dumai Stabiﬁtas 09 Peningkatan Erusar{ 9
Penyelenggaraan pemerintah Penyelenggaraan ran N 154 Dana Transfer - Akuntabilitas .
2.0 L L - . Dumai o 150 Polhukhankam Peningkatan pemerintaha o
Rapat Koordinasi dan an unsur Rapat Koordinasi Administrasi 8 100 % Dokum Umum - Dana Penyelenggar 100 % 682.500.000
6 X . N Timur, Laporan 650.000.000 . - dan Pelayanan n unsur
Konsultasi SKPD penunjang dan Konsultasi Umum Teluk en Bagi Hasil Transformasi Publik aan enunian
keuangan SKPD Perangkat Binjai Pelayanan Pemerintah Eeuanjgang
gBAPENDA Daerah Publik Daerah (BAPENDA)
2.0 - . .
7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 560.000.000 588.000.000
Persentase Tersedianya 07 Persentase
penunjang Unit Kota Mémperkuat 05. penunjang
urusan Pengadaan Dumai Stabilitas 09 Peningkatan urusan
20 pemerintah Barang Milik N 13 Dana Transfer - Akuntabilitas N
. Pengad Mebel Jumlahl Paklet Mebel D h Dluma| 100 % 10 Unit 7 U D Polhukhankam Peningkatan P | pemerintaha 100 % 210.000.000
gadaan Mebe an unsur aera o ni mum - Dana enyelenggar o .000.
7 . yang Disediakan N Timur, Unit 200.000.000 . - dan Pelayanan n unsur
penunjang Penunjang Teluk Bagi Hasil Transformasi Publik aan penunjang
keuangan Urusan Binjai Pelayanan Pemerintah keuangan
(BAPENDA Pemerintah ; Daerah
) Daerah Publik (BAPENDA)
Persentase Tersedianya o7 Persentase
penunjang Unit Kota Mémperkuat 05. penunjang
urusan Jumlah Unit Pengadaan Dumai Stabilitas 09 Peningkatan urusan
pemerintah Barang Milik N Dana Transfer - Akuntabilitas .
2.0 Pengadaan Peralatan an unsur Peralatan dan Daerah Dumai 100 % 16 Unit 137 Umum - Dana Polhukhankam Peningkatan Penyelenggar pemerintaha 100 % 273.000.000
7 dan Mesin Lainnya . Mesin Lainnya yang A Timur, ° Unit 260.000.000 - - dan Pelayanan Y 99 n unsur ° e
penunjang Disediakan Penunjang Teluk Bagi Hasil Transformasi Publik aan enunjan
keuangan Urusan Biniai Pelayanan Pemerintah Eeuanj ang
(BAPENDA Pemerintah ) Pub”{( Daerah ® APEQND )
) Daerah
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Persentase Tersedianya 07 Persentase
penunjang Unit X 05. A
urusan Pengadaan Kota Memperkuat Peningkatan penunjang
! Jumiah Unit gadaan Dumai, PENDAPATA | Stabilitas 09. gxal urusan
Pengadaan Gedung pemerintah Barang Milik . . Akuntabilitas N
2.0 Gedung Kantor atau Dumai o . 137 N ASLI Polhukhankam Peningkatan pemerintaha o
Kantor atau Bangunan an unsur X Daerah N 100 % 1 Unit . Penyelenggar 100 % 105.000.000
7 ] > Bangunan Lainnya ) Timur, Unit 100.000.000 | DAERAH dan Pelayanan n unsur
Lainnya penunjang g~ Penunjang ) : aan p
yang Disediakan Teluk (PAD) Transformasi Publik . penunjang
keuangan Urusan P Pemerintah
(BAPENDA Pemerintah Binjai Pelayanan Daerah keuangan
Publik (BAPENDA)
) Daerah
2.0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.950.500.000
8 d Jang 2.810.000.000
Perseptase Tersedianya 07. Persentase
penunjang 05. X
Laporan Kota Memperkuat . penunjang
urusan K . e Peningkatan
X Penyediaan Dumai, Stabilitas 09. - urusan
" pemerintah Jumlah Laporan . 11 Dana Transfer . Akuntabilitas )
2.0 Penyediaan Jasa . Jasa Dumai o Polhukhankam Peningkatan pemerintaha o
an unsur Penyediaan Jasa . N 100 % 2 Laporan Lapora Umum - Dana Penyelenggar 100 % 10.500.000
8 Surat Menyurat . Penunjang Timur, 10.000.000 - - dan Pelayanan n unsur
penunjang Surat Menyurat n Bagi Hasil . ; aan .
Urusan Teluk Transformasi Publik . penunjang
keuangan X N Pemerintah
(BAPENDA Pemerintahan Binjai Pelayanan Daerah keuangan
) Daerah Publik (BAPENDA)
Perser_ﬂase Tersedianya 07. Persentase
penunjang 05. B
urusan Jumlah Laporan Laporan Kota Memperkuat Peningkatan penunjang
" ) Penyediaan Jasa Penyediaan Dumai, Stabilitas 09. gkal urusan
Penyediaan Jasa pemerintah . . 11 Dana Transfer . Akuntabilitas N
2.0 IO Komunikasi, Jasa Dumai o Polhukhankam Peningkatan pemerintaha o
Komunikasi, Sumber an unsur . . " 100 % 4 Laporan Lapora Umum - Dana Penyelenggar 100 % 472.500.000
8 K e . Sumber Daya Air Penunjang Timur, 450.000.000 . - dan Pelayanan n unsur
Daya Air dan Listrik penunjang - n Bagi Hasil . ; aan R
dan Listrik yang Urusan Teluk Transformasi Publik . penunjang
keuangan I . N Pemerintah
(BAPENDA Disediakan Pemerintahan Binjai Pelayanan Daerah keuangan
) Daerah Publik (BAPENDA)
Perser)tase Tersedianya 07. Persentase
penunjang 05. X
Jumlah Laporan Laporan Kota Memperkuat . penunjang
urusan . K . e Peningkatan
. . Penyediaan Jasa Penyediaan Dumai, Stabilitas 09. - urusan
Penyediaan Jasa pemerintah . 11 Dana Transfer . Akuntabilitas )
20 Peralatan dan an unsur Peralatan dan Jasa Dumai 100 % 1 Laporan Lapora Umum - Dana Polhukhankam Peningkatan Penyelenggar pemerintaha 100 % 157.500.000
8 . Perlengkapan Penunjang Timur, ° P P 150.000.000 - - dan Pelayanan Y 99 n unsur ° e
Perlengkapan Kantor penunjang n Bagi Hasil . ; aan .
Kantor yang Urusan Teluk Transformasi Publik . penunjang
keuangan o X N Pemerintah
(BAPENDA Disediakan Pemerintahan Binjai Pelayanan Daerah keuangan
) Daerah Publik (BAPENDA)
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Persentase

. Tersedianya 07. Persentase
penunjang Laporan Kota Memperkuat 05. . penunjang
urusan Jumlah Laporan . . . Peningkatan
. . . Penyediaan Dumai, Stabilitas 09. - urusan
Penyediaan Jasa pemerintah Penyediaan Jasa . 11 Dana Transfer . Akuntabilitas N
2.0 4 P Jasa Dumai o Polhukhankam Peningkatan pemerintaha o
8 elayanan Umum an unsur Pelayanan Umum Penunjang Timur 100 % 4 Laporan Lapora 2.200.000.000 Umum - Dana dan Pelayanan Penyelenggar n unsur 100 % 2.310.000.000
Kantor penunjang Kantor yang ! n . A Bagi Hasil . H aan .
keuangan Disediakan Urusan Teluk Transformasi Publik Pemerintah penunjang
(BAPEgNDA Pemerintahan Binjai Pelayanan Daerah keuangan
) Daerah Publik (BAPENDA)
2.0 . - . .
9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.310.000.000 1.375.500.000
. Perseptase Terlaksananya 07. Persentase
Penyediaan Jasa penunjang Jumlah Kendaraan Pemeliharaan Kota Memperkuat 05. enunjan
Pemeliharaan, Biaya urusan . . L . P Peningkatan P Jang
. . . Dinas Operasional Barang Milik Dumai, Stabilitas 09. - urusan
Pemeliharaan, Pajak, pemerintah . Dana Transfer . Akuntabilitas .
2.0 A atau Lapangan Daerah Dumai o . 167 Polhukhankam Peningkatan pemerintaha o
2 dan Perizinan an unsur R N N 100 % 9 Unit . Umum - Dana Penyelenggar 100 % 367.500.000
9 . . yang Dipelihara dan Penunjang Timur, Unit 350.000.000 - - dan Pelayanan n unsur
Kendaraan Dinas penunjang dibayarkan Pajak Urusan Teluk Bagi Hasil Transformasi Publik aan enunjan
Operasional atau keuangan d );, . ; P intah Biniai Pel Pemerintah E Jang
Lapangan (BAPENDA an Perizinannya emerintahan injai elayanan Daerah euangan
) Daerah Publik (BAPENDA)
Perser_ﬂase Terlaksananya 07. Persentase
penunjang h 05. B
urusan Pemeliharaan Kota Memperkuat Peningkatan penunjang
" ) Barang Milik Dumai, Stabilitas 09. gkal urusan
Pemeliharaan pemerintah Jumlah Peralatan . Dana Transfer . Akuntabilitas N
2.0 . . - Daerah Dumai o . 167 Polhukhankam Peningkatan pemerintaha o
6 Peralatan dan Mesin an unsur dan Mesin Lainnya B " 100 % 156 Unit " Umum - Dana Penyelenggar 100 % 168.000.000
9 . . R Penunjang Timur, Unit 160.000.000 . - dan Pelayanan n unsur
Lainnya penunjang yang Dipelihara Bagi Hasil . ; aan R
Urusan Teluk Transformasi Publik . penunjang
keuangan . N Pemerintah
(BAPENDA Pemerintahan Binjai Pelayanan Daerah keuangan
) Daerah Publik (BAPENDA)
Perser)tase Terlaksananya 07. Persentase
penunjang Jumlah Sarana dan N 05. X
. . Pemeliharaan Kota Memperkuat . penunjang
Pemeliharaan/Rehabil urusan Prasarana Gedung L . e Peningkatan
L X Barang Milik Dumai, Stabilitas 09. - urusan
itasi Sarana dan pemerintah Kantor atau . Dana Transfer . Akuntabilitas .
20 ! Prasarana Gedun an unsur Bangunan Lainnya Daerah Dumai 100 % 1 Unit 167 Umum - Dana Polhukhankam Peningkatan Penyelenggar pemerintaha 100 % 420.000.000
9 0 9 . 9 V! Penunjang Timur, ° Unit 400.000.000 - - dan Pelayanan Y 99 n unsur ° e
Kantor atau Bangunan penunjang yang Bagi Hasil . ; aan .
X L2 . - Urusan Teluk Transformasi Publik . penunjang
Lainnya keuangan Dipelihara/Direhabili P intah Biniai Pel Pemerintah K
(BAPENDA tasi emerintahan injai elayanan Daerah euangan
Daerah Publik (BAPENDA)

)
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Persentase

enunian Jumlah Sarana dan Terlaksananya 07. 05 Persentase
. . p Jang Prasarana Pemeliharaan Kota Memperkuat - penunjang
Pemeliharaan/Rehabil urusan L . . Peningkatan
L . Pendukung Gedung Barang Milik Dumai, Stabilitas 09. o urusan
itasi Sarana dan pemerintah . Dana Transfer . Akuntabilitas N
2.0 P Kantor atau Daerah Dumai o . 167 Polhukhankam Peningkatan pemerintaha o
9 rasarana Pendukung an unsur Bangunan Lainnya Penunjang Timur. 100 % 1 Unit Unit 400.000.000 Uml_Jm - Dana dan Pelayanan Penyelenggar n unsur 100 % 420.000.000
g;:ugr?aﬁa&t‘(i)r:nataau Eeeg;rqjaanr? yang Urusan Teluk Bagi Hasil Transformasi Publik la:’?arr]nerintah penunjang
9 Y (BAPEgNDA Dipelihara/Direhabili Pemerintahan Binjai Pelayanan Daerah keuangan
) tasi Daerah Publik (BAPENDA)
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 4.623.037.628 4.854.189.509
2.0 - ol d
1 Keg 1 Peng 1 per 1 Daerah 4.623.037.628 91.282.569
07. 05
Persentase Persentase Kota Memperkuat Pe.nin Katan Persentase
pencapaian Jumlah Dokumen Realisasi Pajak Dumai, Stabilitas 09. gKa .
2.0 Perencanaan Target Rencana Daerah Dumai 1 Dana Transfer Polhukhankam Peningkatan Akuntabilitas pencapaian
1' pengelolaan pajak Pendapat P ol Paiak terhad Ti 100 % Dok 100 % 86.935.780 Umum - Dana d Pel Penyelenggar Target 100 % 138.351.003
daerah endapata engelolaan Paja erhadap imur, okumen .935. Bagi Hasil an ) elayanan aan Pendapatan
n Daerah Daerah Target pajak Teluk Transformasi Publik .
N Pemerintah Daerah Kota
Kota Daerah Binjai Pelayanan
H Daerah
Publik
Analisa dan Persentase Jumiah Dokumen Persentase Kota (l\)ll7ém erkuat 05.
P . p Hasil Analis Pajak i Pt . P Peningkatan Persentase
engembangan Pajak pencapaian Daerah serta Realisasi Pajak Dumai, Dana Transfer Stabilitas 09. Akuntabilitas encapaian
2.0 Daerah, serta Target Daerah Dumai o 1 o Polhukhankam Peningkatan P p o
Pengembangan N 100 % 100 % Umum - Dana Penyelenggar Target 100 % 254.503.916
1 Penyusunan Pendapata Pajak Daerah dan terhadap Timur, Dokumen 131.762.860 Bagi Hasil dan Pelayanan aan Pendapatan
Kebijakan Pajak n Daerah Kebijakan Pajak Target pajak T?'Pk, Transformasi Publik Pemerintah Daerah Kota
Daerah. Kota Daerah Binjai Pelayanan
Daerah ; Daerah
Publik
07. 05
Persentase Jumlah Laporan Persentase Kota Memperkuat Pe.nin Katan Persentase
Penyuluhan dan pencapaian Pelaksanaan Realisasi Pajak Dumai, Dana Transfer Stabilitas 09. Akuntgbilitas encapaian
2.0 Penyebarluasan Target Penyuluhan dan Daerah Dumai 100 % 1 Laporan 100 % Umum - Dana Polhukhankam Peningkatan Penyelenggar "Far etp 100 % 918.750.000
1 Kebijakan Pajak Pendapata Penyebarluasan terhadap Timur, ° p ° 242.384.682 . - dan Pelayanan Y 99 9 ° A
H . . Bagi Hasil . ; aan Pendapatan
Daerah n Daerah Kebijakan Pajak Target pajak Teluk Transformasi Publik Pemerintah Daerah Kota
Kota Daerah Daerah Binjai Pelayanan
Publik Daerah
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07.

Persentase Persentase Kota Memperkuat gi.nin Katan Persentase
Penyediaan Sarana pencapaian Jumlah Sarana dan Realisasi Pajak Dumai, Dana Transfer Stabilitas 09. Akuntgbilitas encapaian
20 dan Prasarana Target Prasarana Daerah Dumai 100 % 1 Unit 100 % Umum - Dana Polhukhankam Peningkatan Penyelenggar "Far etp 100 % 253.110.165
1 Pengelolaan Pajak Pendapata Pengelolaan Pajak terhadap Timur, ° ° 875.000.000 Bagi Hasil dan Pelayanan aany 99 Pen%a atan ° o
Daerah n Daerah Daerah Target pajak Teluk 9 Transformasi Publik Pemerintah Daerar? Kota
Kota Daerah Binjai Pelayanan
; Daerah
Publik
07.
Persentase Jumllah Laporan Persentase Kota Memperkuat 05. .
encapaian Hasil Pendataan Realisasi Pajak Dumai Stabilitas 09 Peningkatan Persentase
20 Pendataan dan 'T'ar etp dan Pendaftaran Daerah ! Dumaiy 10 Dana Transfer Polhukhankam Pénin katan Akuntabilitas pencapaian
1‘ Pendaftaran Objek Pen%a ata Objek Pajak terhada Timur 100 % Laporan 100 % 241.057.300 Umum - Dana dan Pela gnan Penyelenggar Target 100 % 700.527.246
Pajak Daerah P Daerah, Subjek P ’ P T Bagi Hasil . 4 aan Pendapatan
n Daerah . - Target pajak Teluk Transformasi Publik .
Kota Pajak dan Waijib Daerah Biniai Pelayanan Pemerintah Daerah Kota
Pajak Daerah ) Y Daerah
Publik
07. 05
Persentase Persentase Kota Memperkuat -
R Jumlah Laporan i Do . . Peningkatan Persentase
Pengolahan, pencapaian X Realisasi Pajak Dumai, Stabilitas 09. - .
2.0 Pemeliharaan, dan Target Hasil Pengolahan, Daerah Dumai Dana Transfer Polhukhankam Peningkatan Akuntabilitas pencapaian
. l Pemeliharaan, dan N 100 % 1 Laporan 100 % Umum - Dana Penyelenggar Target 100 % 402.135.720
1 Pelaporan Basis Data Pendapata Pelaporan Basis terhadap Timur, 667.168.806 Baai Hasil dan Pelayanan aan Pendapatan
Pajak Daerah n Daerah pore Target pajak Teluk 9 Transformasi Publik ] p
Data Pajak Daerah N Pemerintah Daerah Kota
Kota Daerah Binjai Pelayanan
’ Daerah
Publik
- . . 07.
Penilaian Pajak Bumi Persentase Persentase Kota Memperkuat 05. .
dan Bangunan . o D . - Peningkatan Persentase
P pencapaian . . Realisasi Pajak Dumai, Stabilitas 09. o .
20 erdesaan dan Target JumIah_ObJek_ Pajak Daerah Dumai 10 Obyek Dana Transfer Polhukhankam Peningkatan Akuntabilitas pencapaian
1' Perkotaan (PBBP2) Pendapata yang Disesuaikan terhadap Timur 100 % Pajak 100 % 382.986.400 Umum - Dana dan Pelayanan Penyelenggar Target 100 % 158.081.805
serta Bea Perolehan n Daerah NJOP nya Target pajak Teluk Bagi Hasil Transformasi Publik aan Pendapatan
Hak atas Tanah dan Kota Daerah Biniai Pelayanan Pemerintah Daerah Kota
Bangunan (BPHTB) ) Publ?{( Daerah
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07.

Persentase Persentase Kota Memperkuat gi.nin Katan Persentase
pencapaian Realisasi Pajak Dumai, Stabilitas 09. gKal .
. Jumlah Dokumen . Dana Transfer . Akuntabilitas pencapaian
2.0 Penetapan Waijib Target . Daerah Dumai o 10 o Polhukhankam Peningkatan o
8 . Ketetapan Pajak " 100 % 100 % Umum - Dana Penyelenggar Target 100 % 520.215.150
1 Pajak Daerah Pendapata terhadap Timur, Dokumen 150.554.100 - - dan Pelayanan
Daerah . Bagi Hasil . H aan Pendapatan
n Daerah Target pajak Teluk Transformasi Publik Pemerintah Daerah Kota
Kota Daerah Binjai Pelayanan Daerah
Publik
07. 05
Persentase Persentase Kota Memperkuat Pe.ningkatan Persentase
Pelayanan dan pencapaian Jumlah Layanan Realisasi Pajak Duma!, Dana Transfer Stabilitas 09. . Akuntabilitas pencapaian
2.0 S Target - Daerah Dumai o 1000 o Polhukhankam Peningkatan o
9 | Konsultasi Pajak dan Konsultasi 8 100 % 100 % Umum - Dana Penyelenggar Target 100 % 120.749.160
1 Pendapata . terhadap Timur, Layanan 495.443.000 . - dan Pelayanan
Daerah Pajak Daerah . Bagi Hasil . H aan Pendapatan
n Daerah Target pajak Teluk Transformasi Publik Pemerintah Daerah Kota
Kota Daerah Binjai Pelayanan Daerah
Publik
07. 05
Persentase Persentase Kota Memperkuat -
. R Jumlah Data i Do . . Peningkatan Persentase
Penelitian dan pencapaian Pelaporan Paiak Realisasi Pajak Dumai, Dana Transfer Stabilitas 09. Akuntabilitas encapaian
2.0 1 Verifikasi Data Target p ) Daerah Dumai o 1 o Polhukhankam Peningkatan P p o
X Daerah yang Telah R 100 % 100 % Umum - Dana Penyelenggar Target 100 % 404.370.750
1 0 | Pelaporan Pajak Pendapata . " terhadap Timur, Dokumen 114.999.200 - - dan Pelayanan
Dilakukan Penelitian . Bagi Hasil . H aan Pendapatan
Daerah n Daerah e Target pajak Teluk Transformasi Publik .
dan Verifikasi N, Pemerintah Daerah Kota
Kota Daerah Binjai Pelayanan Daerah
Publik
07. 05
Persentase Persentase Kota Memperkuat Pe.nin Katan Persentase
pencapaian Jumlah Dokumen Realisasi Pajak Dumai, Dana Transfer Stabilitas 09. Akuntgbilitas pencapaian
2.0 1 Penagihan Pajak Target Hasil P.elaksar)aan Daerah Dluma| 100 % 1 100 % Umum - Dana Polhukhankam Peningkatan Penyelenggar Target 100 % 106.146.075
1 1 Daerah Pendapata Penagihan Pajak terhadap Timur, Dokumen 385.115.000 Bagi Hasil dan Pelayanan aan Pendapatan
n Daerah Daerah Target pajak Teluk 9 Transformasi Publik Pemerintah Daerar? Kota
Kota Daerah Binjai Pelayanan Daerah
Publik
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07.

Persentase Persentase Kota Memperkuat gi.nin Katan Persentase
Penyelesaian pencapaian Jumlah Dokumen Realisasi Pajak Dumai, Dana Transfer Stabilitas 09. Akuntgbilitas pencapaian
2.0 1 Keberatan Pajak Target Hasil Penyelesaian Daerah Dumai 100 % 1 100 % Umum - Dana Polhukhankam Peningkatan Penyelenggar Target 100 % 210.000.000
1 2 Daerah Pendapata Keberatan Pajak terhadap Timur, Dokumen 101.091.500 Bagi Hasil dan Pelayanan aan Pendapatan A
n Daerah Daerah Target pajak Teluk 9 Transformasi Publik Pemerintah Daerar? Kota
Kota Daerah Binjai Pelayanan
; Daerah
Publik
07. 05
Persentase Persentase Kota Memperkuat .
Pengendalian encapaian Jumiah Dokumen Realisasi Pajak Dumai Stabilitas 09 Peningkatan Persentase
ger ’ P P Hasil Pemeriksaan ! N Dana Transfer - Akuntabilitas pencapaian
20 ! Pemeriksaan dan Target serta Pengendalian Daerah Dumai 100 % 1 100 % Umum - Dana Polhukhankam Peningkatan Penyelenggar Target 100 % 313.465.950
1 3 Pengawasan Pajak Pendapata dan Pengawasan terhadap Timur, Dokumen 200.000.000 Bagi Hasil dan Pelayanan aan Pendapatan e
Daerah n Daerah p 9 Target pajak Teluk 9 Transformasi Publik : P
Pajak Daerah N Pemerintah Daerah Kota
Kota Daerah Binjai Pelayanan
H Daerah
Publik
07. 05
Persentase Persentase Kota Memperkuat -
. R Jumlah Laporan i Do . . Peningkatan Persentase
Pembinaan dan pencapaian X N Realisasi Pajak Dumai, Stabilitas 09. - .
20 | 1| Pengawasan Target o Porgan Daerah Dumai 100% | 1Laporan | 100 % Bfn”uamTfaSiﬁi' Polhukhankam | Peningkatan | SO0E0TES Taroet | 100 % 262.500.000
1 4 | Pengelolaan Retribusi | Pendapata Pen elogan terhadap Timur, ° P ° 298.539.000 | g o dan Pelayanan aany 99 Pen%a atan ° Rt
Daerah n Daerah gelol Target pajak Teluk 9 Transformasi Publik . p
Retribusi Daerah N, Pemerintah Daerah Kota
Kota Daerah Binjai Pelayanan
’ Daerah
Publik
07. 05
Persentase Persentase Kota Memperkuat -
. . Jumlah Laporan o D . - Peningkatan Persentase
Pembinaan dan pencapaian Hasil Pembi Realisasi Pajak Dumai, D T f Stabilitas 09. Akuntabilit -
2.0 1 Pengawasan Target asi’ ~embinaan Daerah Dumai ana franster | poo\h khankam Peningkatan untablitas pencapaian
. L dan Pengawasan 8 100 % 4 Laporan 100 % Umum - Dana Penyelenggar Target 100 % 250.000.000
1 5 Pengelolaan Retribusi Pendapata Pengelolaan terhadap Timur, 250.000.000 Bagi Hasil dan Pelayanan aan Pendapatan
Daerah n Daerah gelol Target pajak Teluk 9 Transformasi Publik . P
Retribusi Daerah N Pemerintah Daerah Kota
Kota Daerah Binjai Pelayanan
H Daerah
Publik
TOTAL 39.556.866.737 30.248.279.405
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4.1

4.2

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Rencana Program

Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
penyediaan alokasi anggaran. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah
dirumuskan pada Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai untuk
periode 2021-2026, maka untuk Rencana Kerja Program Bapenda Tahun 2025

adalah sebagai berikut :
1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya perangkat daerah sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rencana program
maupun kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis bersifat
indikatif, yang berarti bahwa informasi sumber daya yang diperlukan sebagai
masukan maupun taget keluaran, manfaat, dan dampak yang dirumuskan hanya

merupakan indikasi yang hendak dicapai.

Penyusunan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
merupakan rangkaian perencanaan dari penjabaran Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan
yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan dan penganggaran program dan
kegiatan yang bersumber dari alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) Kota Dumai, APBD Provinsi Riau dan APBN atau sumber pendanaan lain
yang sah. Program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
disesuaikan dengan bidang-bidang dalam organisasi dan tata kerja yang terdapat
dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun
2016 Nomor 1 Seri D), serta mengacu pada Perubahan Rancangan Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Untuk menterjemahkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah
kebijakan kedalam bentuk yang lebih operasional, maka indikasi rencana program

prioritas perlu disusun sesuai dengan kebutuhan pendanaan (anggaran) yang
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diperlukan. Indikasi program ini disusun dalam bentuk rencana program prioritas
yang disertai dengan indikator kinerja hasil (outcome). Perkiraan kebutuhan
pendanaan dilakukan berdasarkan kapasitas keuangan daerah

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya
merupakan tanggung jawab Kepala PD. Namun, bagi program prioritas yang
dikategorikan strategik, menjadi tanggung jawab bersama Kepala PD dengan kepala
daerah pada tingkat kebijakan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak
tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis serta dilakukan
pada identifikasi permasalahan berikut Tabel 4.1 dan 4.2 yang memberikan rincian
rencana program prioritas kebutuhan pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kota
Dumai untuk Tahun 2025.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Administrasi dan Perkantoran

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

f) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

g) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
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5)

7)

Kegiatan Adminsitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :

a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya

b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
c) Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

e) Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan
f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

Sub Kegiatan :

a) Pengadaan Mebel

b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

c) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

d) Pengadaan Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapangan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
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d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1) Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

Sub Kegiatan :

a)

b)

Perencanaan pengelolaan pajak daerah

Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan

Pajak Daerah.

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penetapan Wajib Pajak Daerah

Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
Penagihan Pajak Daerah

Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
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Daerah

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Tabel 4.1

Rencana Kerja Program dan Pendanaan

Badan Pendapatan Daerah

Kota Dumai Tahun 2025

n) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi

Bldar_ig Urusan Indikator Kinerja Tahun 2025
Pemerintahan dan
el Program Prioritas ( gru(;g;?nn;) Target R
Pembangunan 9 P-
1 2 3 5 6
PROGRAM
PENUNJANG Persentase
URUSAN enunjang urusan
5.02.01 PEMERINTAHAN | P Jang 100% | 34.933.829.109
pemerintah daerah
DAERAH Kabupaten/Kota
KABUPATEN P
/IKOTA
PROGRAM Persentase
PENGELOLAAN pencapaian Target o
5.02.04 PENDAPATAN Pendapatan Daerah 100% 4.623.037.628
DAERAH Kota
Total 39.556.866.737
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Tabel 4.2
Rencana Kerja Kegiatan dan Pendanaan
Badan Pendapatan Daerah

Kota Dumai Tahun 2025

e Target
No | Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Indikator arge Pagu
Keqi Kinerja
egiatan
PROGRAM PENUNJANG Persentase penunjang
URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintahan
1 el DAERAH unsur penunjang 10Tz 34.933.829.109
KABUPATEN/KOTA keuangan (BAPENDA)
Jumlah dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan perencanaan, 15
1 2ekafohleslo Evaluasi Kinerja Perangkat penganggaran (.:Ian Dokumen 198.927.300
evaluasi kinerja
Daerah
perangkat daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen
1 5.02.01.2.01.01 Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat | 2 Dokumen 29.479.500
Daerah Daerah
Jumlah Dokumen RKA-
Koordinasi dan SKPD dan Laporan
Penyusunan Dokumen Hasil Koordinasi 2 Dokumen
2 |5.0201.2.01.02 RKASKPD Penyusunan Dokumen 24.855.250
RKA-SKPD
Jumlah Dokumen
o Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan .
Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil 2 Dokumen
3 5.02.01.2.01.03 Koordinasi Penyusunan 28.094.000
Perubahan RKASKPD
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-
L SKPD dan Laporan
Koordinasi dan Hasil Koordinasi 2 Dokumen
4 | 5.02.01.2.01.04 Penyusunan DPASKPD 37.164.800
Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD
Jumlah Dokumen
- Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan .
Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil 2 Dokumen
5 5.02.01.2.01.05 y Koordinasi Penyusunan 29.596.050
DPA SKPD
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
o Ikhtisar Realisasi Kinerja
Koordinasi dan
SKPD dan Laporan
Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi 4 Laporan
6 | 5.02.01.2.01.06 | Capaian Kinerja dan Ikhtisar | |, P 34.933.500
RS enyusunan Laporan
Realisasi Kinerja SKPD : L
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Ce Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja 1 Laporan
7 5.02.01.2.01.07 Perangkat Daerah ) P 14.804.200
Perangkat Daerah
5020120z | Administrasi Keuangan | MR AT
2 DeDT.E Perangkat Daerah 9 27.397.293.009
perangkat daerah
Penyediaan Gaji dan ﬁglznﬁgaé‘giﬁ:r? 74
8 | 5.02.01.2.02.01 Tunjangan ASN . ) Orang/bulan 27.352.359.009
Tunjangan ASN
L Jumlah Laporan
Koordinasi dan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan 2 Laporan
9 | 5.0201.202.05| Keuangan Akhir Tahun P P 29.934.000

SKPD

Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
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Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Penyusunan Pelaporan
dan Analisis Prognosis

Jumlah  Dokumen
Pelaporan dan

1 Dokumen

10 | 5.02.01.2.02.08 Realisasi Analisis Prognosis 15.000.000
ealisasi Anggaran Realisasi
ealisasi Anggaran
Jumlah Laporan
Administrasi Barang Milik Pengelolaan
3 5.02.01.2.03 Daerah pada Perangkat Adrr}inistrasi Barang 2 Laporan 49.608.800
Daerah Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang Penatausahaan Barang 2 Laporan
11 | 5.02.01.2.03.06 Milik Daerah pada SKPD Milik Daerah pada P 49.608.800
SKPD
Administrasi Jumlah Pembinaan
4 5.02.01.2.05 Kepegawaian Perangkat Kepegawaian Perangkat | 3 Laporan 1.149.000.000
Daerah Daerah
Jumlah Unit
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana 2 Unit
12 | 5.02.01.2.05.01 | Prasarana Disiplin Pegawai | dan Prasarana Disiplin 50.000.000
Pegawai
Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian
13 | 5.02.01.2.05.02 Dinas beserta Atribut Dinas beserta Atribut 74 Paket 199.000.000
Kelengkapannya Kelengkapan
Jumlah Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan | Berdasarkan Tugas dan
14 | 5.02.01.2.05.09 Pegawai Berdasark_an Fungsi yang Mengikuti 74 Orang 900.000.000
Tugas dan Fungsi Pendidikan dan
Pelatihan
5.02.01.2.06 Administrasi Umum e el 154
5 D Perangkat Daerah P Dokumen 1.459.000.000
erangkat Daerah
Penyediaan Komponen Jumlah Paket
Instalasi Komponen Instalasi
15 | 5.02.01.2.06.01 " Listrik/Penerangan 1 Paket 60.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Bangunan Kantor Disediakan
. Jumlah Paket Peralatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 2 Paket
16 | 5.02.01.2.06.02 | dan Perlengkapan Kantor K L 350.000.000
antor yang Disediakan
Penyediaan Bahan J”"?'a.h Paket Bahan
17 | 5.02.01.2.06.04 Logistik Kantor Logistik Kantor yang 3 Paket 175.000.000
Disediakan
Jumlah Paket Barang
Penyediaan Barang Cetakan dan > Paket
18 | 5.02.01.2.06.05 | Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang 200.000.000
Disediakan
Jumlah Dokumen
Penyediaan Bahan Bahan Bacaan dan
19 | 5.02.01.2.06.06 Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang- 4 Dokumen 24.000.000
Perundangundangan Undangan yang
Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat 150
20 | 5.02.01.2.06.09 Koordinasi dan Laporan 650.000.000
SKPD :
Konsultasi SKPD
Jumlah Kebutuhan
Pengadaan Barang Milik Pengadaan Barang
6 5.02.01.2.07 | Daerah Pgnunjang Urusan | Milik Daerah Pequnjang 137 Unit 560.000.000
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah
Daerah
Jumlah Paket Mebel .
21 | 5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel yang Disediakan 10 Unit 200.000.000
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Pengadaan Peralatan dan

Jumlah Unit Peralatan

Kebijakan Pajak Daerah

Pajak Daerah dan
Kebijakan Pajak Daerah

22 | 5.02.01.2.07.06 Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya 16 Unit 260.000.000
yang Disediakan
Pengadaan Gedung Jumlah Unit Gedung
Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan 1 Unit
23 | 5.02.01.2.07.09 Lai Lainnya yang 100.000.000
ainnya L0
Disediakan
h Jumlah Kebutuhan
Pl e Penyediaan Jasa
7 5.02.01.2.08 Penu.njang Urusan Penunjang Urusan 11 Laporan 2.810.000.000
Pemerintahan Daerah "
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat PenJL:er:i]iI::nLJaa?szrgzrat 2 Laporan
24 | 5.02.01.2.08.01 Menyurat y P 10.000.000
Menyurat
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber 4 Laporan
25 | 5.02.01.2.08.02 Air dan Listrik Daya Air dan Listrik 450.000.000
yang Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
26 | 5.02.01.2.08.03 Peralatan dan Peralatan dan 1 Laporan 150.000.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa 4 Laporan
27 | 5.02.01.2.08.04 Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum P 2.200.000.000
Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik JBZT;.:h ::?ke Ig;:;‘n
5.02.01.2.09 | Daerah Penunjang Urusan 9 167 Unit
8 . Penunjang Urusan 1.310.000.000
Pemerintahan Daerah "
Pemerintahan Daerah
. Jumlah Kendaraan
Penyediaan Jasa . .
. . Dinas Operasional atau
Pemeliharaan, Biaya Lapangan yang
28 | 5.02.01.2.09.02 | " emeliharaan, Pajak dan Dipelihara dan 9 Unit 350.000.000
Perizinan Kendaraan Dinas . .
. dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Lapangan Perizi
erizinannya
. Jumlah Peralatan dan
Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnva van 156 Unit
29 | 5.02.01.2.09.06 dan Mesin Lainnya -amnnya yang 160.000.000
Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung
Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan 1 Unit
30 | 5.02.01.2.09.10 Gedung Kantor atau . 9 400.000.000
Bangunan Lainnya Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan
Prasarana Pendukung
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 1 Unit
31 | 5.02.01.2.09.11 | Pendukung Gedung Kantor g far 400.000.000
atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Program Pengelolaan Persentase pencapaian
2 2eklen, Pendapatan Daerah el FE e L e 4.623.037.628
Daerah Kota
Kegiatan Pengelolaan Persentase Realisasi
9 2okl Pendapatan Daerah P.T.‘Jak Daergh e e 4.623.037.628
arget pajak Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan Pengelolaan Rencana Pengelolaan 1 Dokumen
32 | 5.02.04.2.01.01 Pajak Daerah 1areng 86.935.780
Pajak Daerah
. Jumlah Dokumen Hasil
Analisa dan . .
. Analis Pajak Daerah
Pengembangan Pajak serta Pengembangan 1 Dokumen
33 | 5.02.04.2.01.02 | Daerah, serta Penyusunan g g 131.762.860
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Penyuluhan dan

Jumlah Laporan
Pelaksanaan

34 | 5.02.04.2.01.03 Penyebar_luasan Kebijakan Penyuluhan dan 1 Laporan 242.384.682
Pajak Daerah Penyebarluasan
Kebijakan Pajak Daerah
Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan
35 | 5.02.04.2.01.04 Prasara'na Pengelolaan Prasarar\a Pengelolaan 1 Unit 875.000.000
Pajak Daerah Pajak Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan Pendataan daf‘
Pendaftaran Objek Pajak Pendaftaran Objek 10 Laporan
36 | 5.02.04.2.01.05 Pajak Daerah, Subjek 241.057.300
Daerah ; i .
Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
Pengolahan, Jumlah Laporan Hasil
. Pengolahan,
Pemeliharaan, dan Pemeliharaan, dan 1 Laporan
37 | 5.02.04.2.01.06 | Pelaporan Basis Data Pajak N P 667.168.806
Pelaporan Basis Data
Daerah .
Pajak Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan . .
Jumlah Objek Pajak
Perkotaan (PBBP2) serta . . 10 Obyek
38 | 5.02.04.2.01.07 Bea Perolehan Hak atas yang Dlseiuzlkan NJOP Pajak 382.986.400
Tanah dan Bangunan ¥
(BPHTB)
Penetapan Wajib Pajak Jumlah Dokumen 10 150.554.100
39 | 5.02.04.2.01.08 Daerah Ketetapan Pajak Daerah | Dokumen ’ ’
. Jumlah Layanan dan
Pelayanan dan Konsultasi o 1000
40 | 5.02.04.2.01.09 Pajak Daerah Konsultasi Pajak Layanan 495.443.000
Daerah
Penelitian dan Verifikasi JuFr,r;I ja:;( DDaafr:: I;::gran
41 | 5.02.04.2.01.10 Data Pelaporan Pajak Telah Dilakukan 1 Dokumen 114.999.200
Daerah - el
Penelitian dan Verifikasi
Jumlah Dokumen Hasil
42 | 5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah Pelaksarlaan Penagihan | 1 Dokumen 385.115.000
Pajak Daerah
Penyelesaian Keberatan Jumlah Dokumen Hasil
43 | 5.02.04.2.01.12 Pajak Daerah Penyele§alan Keberatan | 1 Dokumen 101.091.500
Pajak Daerah
Jumlah Dokumen Hasil
Pengendalian, Pemeriksaan serta
44 | 5.02.04.2.01.13 Pemerlksaafn dan Pengendalian dfan 1 Dokumen 200.000.000
Pengawasan Pajak Daerah Pengawasan Pajak
Daerah
Pembinaan dan Jumlah L_aporan Hasil
Pengawasan Pengelolaan Pembinaan dan
45 | 5.02.04.2.01.14 | Pajak Daerah dan Retribusi Pengawasan' . 1 Laporan 298.539.000
Pengelolaan Retribusi
Daerah
Daerah
Jumlah Laporan
Elektronifikasi Transaksi Perkembangan
46 | 5.02.04.2.01.15 Pemerintah Daerah Elektronifikasi Transaksi 4 Laporan 250.000.000
Pemerintah Daerah
JUMLAH 39.556.866.737
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2025 ini
merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Badan Pendapatan
Daerah (Renstra) Bapenda Tahun 2021 — 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan
Misi Walikota Dumai serta target dan sasaran pembangunan melalui Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Dumai Tahun 2025.

Rencana Kerja ini menjadi sangat penting dalam mengaplikasikan berbagai
persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap
pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam
mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan

pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Dengan tersusunnya rencana kerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran
pelaksanaan kegiatan sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat
berhasil dan berdayaguna, serta semua pihak memiliki satu persepsi tentang rencana
kerja sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai

hasil yang optimal.

Dumai, 28 Juni 2024
KEPALA, P

ol

FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si
Pembina Tkl
NIP.19780710 199711 1 001
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